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ABSTRACT 

MAPPING THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT AFFAIRS 
POLICY 

REGIONAL ORGANIZATION OF ARRANGEMENT 
SECRETARIAT IN CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE 

GUSTI TITIN SUMARNI 

Universitas Terbuka 

Keywords: Implementation, Policy, Organization, the Regionalofficer 

This study aims to describe and analyze the implementation of government 
affairs mapping policies to settlement of regional officer organizations in Regional 
Secretariat of Central Kalimantan province and to investigate any obstacles in the 
implementation and the impact of the policy.Materials research can be used as a 
reference government I scientific recommendations in carrying out the assessment or 
evaluation of the arrangement of regional officer organizations. The research is 
qualitative research. Data collection techniques obtained from interviews, 
observations, review the documents and the relevant literature.Methods of data 
analysis using data triangulation that validate the data by analyzing perspectives from 
multiple sources. From the analysis it was found obstacles, such as lack of budget for 
a coordination meeting with the central government so that the lack of 
communication centers and regions in implementing policies, lack of knowledge of 
human resources at SOPD of indicators mapping of public affairs, the necessity to 
implement the policy due to fears of a reduced number of positions and increasing the 
density of workloads, so as to minimize the number of positions lost and 
consequently increasing workload density negotiations at the Ministry of Interior to 
the indicator device typology of the area at the District Secretariat which ideally in 
the rules of type B but is set to A.Negotiations on the indicator regional officer 
indicates inconsistencies local and central government for the policy is 
enforced.Besides the lack of socialization of the local government to SOPD in data 
processing indicators, the central government's lack of preparation in preparing 
substances rules and indicators set out with the limited time that the policy 
implementation process is carried out in haste. Next study found the impact of 
organizational structuring regional officer related of regional interest in filling the 
positions, namely the lack of synchronization between planning policies regional 
officer with the arrangement of personnel should refer to the policy of the Act ASN, 
indicating non-compliance with government policies towards employment issued and 
indicates the interest of the ruling regime in determining the area filling positions 
because it is not accompanied by job competency considerations.Filling the position 
their interests affected by the lack of success in the implementation of planning 
policies regional organizations on the Regional Secretariat of Central Kalimantan 
province, because the performance and service regional officer are still constrained by 
the not optimal for filling the positions with people who have the competence 
expected. 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMETAAN URUSAN PEMERINTAIIAN 
TERIIADAP PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

GUSTI TITIN SUMARNI 
titinsumarni64@gmail.com 

Universitas Terbuka 

Kata Kunci :Implcmcntasi,Kcbijakan,Organisasi, Pcrangkat Dacrah 

Penelitian mt bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
implementasi kebijakan pemetaan urusan pcmerintahan terhadap pcnataan organisasi 
perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta untuk 
mengetahui kendala apa saja dalam pelaksanaannya serta dampak dari kebijakan 
tersebut. Bahan penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai rujukan 
/rekomendasi ilmiah dalam melaksanakan kajian atau evaluasi terhadap penataan 
organisasi perangkat daerah. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 
Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, menelaah 
dokumen-dokumen dan literatur yang relevan. Metode analisis data menggunakan 
metode triangulasi data yaitu memvalidasi data dengan menganalisa dari berbagai 
sumber perspektif. Dari hasil analisis ditemukan kendala yaitu: kurangnya anggaran 
untuk rapat koordinasi dengan pemerintah pusat sehingga kurangnya komunikasi 
pusat dan daerah dalam melaksanakan kebijakan, kurangnya pengetahuan sumber 
daya manusia pada SOPD terhadap indicator pcmetaan urusan pcmerintahan, adanya 
keterpaksaan dalam melaksanakan kebijakan discbabkan kekhawatiran berkurangnya 
jumlah jabatan dan meningkatnya kcpadatan beban kerja, sehingga untuk 
meminimalisir jumlah jabatan hilang dan meningkatnya kepadatan beban kerja 
akibatnya dilakukan negosiasi pada Kementerian Dalam Negeri terhadap indicator 
tipologi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah yang idealnya dalam aturan bertipe 
B namun ditetapkan menjadi A. Negosiasi terhadap indicator perangkat daerah ini 
mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan pemerintah daerah dan pusat tcrhadap 
kebijakan yang diberlakukan. Selain itu kurangnya sosialisasi dari pemcrintah daerah 
terhadap SOPD dalam mengolah data indikator, kurangnya persiapan pemerintah 
pusat dalam menyiapkan substansi-substansi aturan dan indikator yang ditetapkan 
disertai adanya keterbatasan waktu sehingga implementasi kebijakan pada prosesnya 
dilaksanakan secara tergesa-gesa. Selanjutnya peneliti mencmukan dampak dari 
penataan organisasi perangkat daerah terkait kepentingan daerah dalam hal pcngisian 
jabatan, yaitu tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan penataan perangkat daerah 
dengan penataan kepegawaian yang scharusnya mcngacu pada kebijakan UU ASN, 
hal ini mengindikasikan ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap kebijakan
kebijakan kepegawaian yang dikeluarkan dan mengindikasikan adanya kepentingan 
rezim daerah yang berkuasa dalam menentukan pengisian jabatan karena tidak 
disertai dengan pertimbangan kompetensi jabatan. Adanya kepentingan pengisian 
jabatan mempengaruhi kurangnya keberhasilan dalam implcmentasi kebijakan 
penataan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah, karena kinerja dan pclayanan perangkat daerah masih terkcndala oleh belum 
optimalnya pengisian jabatan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi yang 
diharapkan. 
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BAB IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Keadaa> :; .cium Provinsi Kaiimantan Tengah 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan 

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah 

Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang 

Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur junto Undang

undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat 

Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-unclang Nomor: 25 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, 

Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 

Nomor 35) sebagai Undang-undang yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957. 

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun J 957 Ibukota Provinsi 

Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Pahandut, kemudian dengan 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I 

Kalimantan Tengah diubah me1~jadi Palangkaraya. Selanjutnya dengan 

Kepun1san Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959 Nomor 

Des.52/12/2-206 kedudukan Pemerintah Daerah Provinsi Tingkat I 
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Kalimantan Selatan, yang semula berkedudukan di Banjarmasin, pindah ke 

Palangkaraya. 

Sejak tahun 2002 lalu, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 

5 Tahun 2002, telah berlangsung pemekaran wilayah, ditambah 8 (delapan) 

Kab·.,paten barn, sehingga jumiahnya saat ini menjadi i 3 Kabupaten dan satu 

Kota. Kabupaten kabupaten pemekaran itu ialah: 

a. Kabupaten Murung Raya dengan ibukotanya Puruk Cairn., 

b. Kabupaten Barito Timur dengan ibukotanya Tamiyang Layang, 

c. Kabupaten Pulang Pisau ibukotanya Pulang Pisau, 

d. Kabupaten Gunung Mas ibukotanya Kuala Kurun, 

e. Kabupaten Katingan ibukotanya Kasongan, 

f. Kabupaten Seruyan ibukotanya Kuala Pembuang, 

g. Kabupaten Sukamara ibukotanya Sukamara; 

h. Kabupaten Larnandau ibukotanya Nanga Bulik. 

Propinsi Kalimantan Tengah secara geografis terletak di daerah 

khatulistiwa, yaitu 0°45 LU, 3°30 LS, 111 ° BT dan 116° BT. Luas wilayah 

157.983 Km2 mencakup 13 kabupaten dan 1 kota dengan 85 kecamatan 

terdiri dari 1.340 desa dan 101 keluarahan. Jumlah Kecarnatan akan meingkat 

seiring dengan pemekaran Kabupaten tersebut. Batas wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah: 

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kaliantan Timur dan 

Kalimantan Selatan, 

b. Sebelah Barnt berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barnt, 
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c. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat dan 

Kalimantan Timur, 

d. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa. 

Topografi Wilayah Kalimantan Tengah terdiri atas daerah pantai dan 

rawa-rawa dengan ketinggian 0 - 50 m dari permukaan iaut dan kemiringan 

0% - 8%, daerah perbukitan dengan ketinggian 50 - 100 m dan ketinggian 

rata-rata 25%. Daerah pantai dan rawa terdapat di wilayah bagian Selatan, 

sedangkan dataran dan perbukitan berada di wilayah bagian Tengah dan 

pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya. 

Karateristik iklim di Kalimantan Tengah adalah Type iklim : tropis 

lembab dan p~nas. Klasifikasi Koppen : Afa. Suhu udara rata-rata 29° C, 

maksimum 33 ° C. Curah hujan rata-rata tahunan : 2.732 mm dengan rata

rata hari hujan 120 hari. Klasifikasi curah hujan Schmidt dan Farguson : 

Type - A {Q=14,3%) dan Type B (Q=33,3%). makin ke Utara curah hujan 

semakin tinggi. 

Jumlah penduduk pada tahun 2002 berjumlah 1.874.900 jiwa dengan 

perbandingan 49% perempuan dan 51 % laki-laki. Perbandingan luas wilayah 

dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk 

Propinsi Kalimantan Tengah tergolong kurang padat yaitu 12 jiwa/Km. Bila 

diamati menurut Kabupaten dan Kota terdapat perbedaan kepadatan penduduk 

yang cukup bera11i. dimana Kota Palangka Raya sebagai ibukota propinsi 

Kalimantan Tengah merupakan kota dengan kepadatan paling tinggi 71,50 

71 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



jiwa/KM2, sedangkan Kabupaten Barito Utara merupakan Kabupaten dengan 

kepadatan penduduk paling rendah yaitu 6,30 jiwa/KM2. 

2. Keadaan Umum Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah 

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur pembantu pnnpman 

Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah adalah 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur staf yang 

melaksanakan tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakandan 

pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

serta pelayanan administratif. Sekretaris Daerah untuk provinsi diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris Daerah dibantu 

oleh beberapa asisten. Sekretariat Daerah Provinsi terdiri atas sebanyak

banyaknya 3 Asisten dimana Asisten masing-rnasing terdiri dari 3 biro. 

Pembentukan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah 

disebutkan dalam Pasal 3 ayat Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tur;as, Fungsi Dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan T engah disebutkan bahwa 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalarn penyusunan 

kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas 

perangkat daerah serta pelayanan adrninistratif. 
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Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah disebutkan 

dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 

27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan 

Tata Ke1ja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bahwa ( 1) 

Sekretariat Daerah adalah sekretariat yang berada di bawah dan benanggung 

jawab kepada Gubernur; (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris 

Dae rah. 

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan 

Tengah Nomor 27 Tahun 2016 bahwa untuk melaksanakan tugas pokok 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Daerah menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; 

4. Pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada Perangkat Daerah; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemm yang berkaitan 

dengan tugas dan fungsinya. 

Dalam Pasal 7 Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 

Tahun 2016 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6, Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi: 

a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 

c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; 
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d. Pembinaan dan pelayanan administratif se11a pembinaan ASN pada 

perangkat daerah; 

e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana 

pemerintah provinsi; dan 

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peiaporan pelaksanaan tugas. 

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2016 

adalah sebagai berikut : 

a. Sekretaris Daerah; 

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan: 

1) Biro Pemerintahan; 

2) Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat; dan 

3) Biro Hukum; 

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan: 

1) Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 

2) Biro Administrasi Pembangunan; dan 

3) Biro Pengadaan Barang dan Jasa; 

d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan: 

1) Biro Organisasi; 

2) Biro Umum; dan 
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3) Biro Protokol dan Komunikasi Publik. 

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

berdasarkan Peratman Gubernm Kalimantan Tengah Nomor 27 

Talum 2016 Tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kaiimantan 

Tengah ditampilkan dalam gambar berikut: 
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B. Temuan Penelitian 

I. Deskripsi Data Penelitian 

Deskripsi data penelitian menjelaskan objek penelitian yang 

didapatkan dari basil observasi penelitian implementasi kebijakan pemetaan 

urusan pemerintahan dan penataan organisasi perangkat daerah pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Data yang diperoleh adalah 

berdasarkan basil observasi, pengumpulan data dokumen-dokumen terkait 

proses pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis berdasarkan teori 

Merilee S. Grindle.Semua jawaban informan disesuaikan dengan teori Merilee 

S. Grindle untuk memperoleh penjelasan mengenai efektivitas dan efisiensi 

implementasi kebijakan pemetaan urusan pemerintahan terhadap penataan 

organisasi perangkat daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

T engah. Dimana keberhasilan implementasi yang akan diuraikan dengan 

kriteriadan kategori penelitian yang diambil menurut Merilee S. Grindle 

( 1980) di pengaruhi oleh dua variabel besar, yakni variabel isi kebijakan 

(content of policy), dan variabel lingkungan implementasi (context of 

implementation). 

I) Variabel isi kebijakan (content of policy) dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi 

kebijakan. 

Kelompok sasaran dalam hal ini adalah unit Struktur 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.Adapun 

kepentingan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan 

pemetaan urusan pemerintahan diperoleh berdasarkan dokumen 

kesepakatan tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah yang dituangkan dalam 

pelaksanaan implementasi pemetaan urusan pemerintahan dengan 

uraian sebagai berikut : 
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(1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah sebagai pelaksanaan dari Undang-lJndang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah harus menjadi landasan 

untuk melakukan penataan perangkat daerah yang efektif (right 

sizing) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan secara 

"'fisien. 

(2) Diharapkan penataan perangkat daerah akan mendorong efisiensi 

birokrasi sehingga alokasi belanja pelayanan publik termasuk 

belanja modal akan semakin besar. 

(3) Perangkat Daerah dibentuk untuk melaksanakan kewenangan 

daerah, sehingga tidak dapat dibentuk perangkat daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintahan yang bukan kewenangan 

daerah. 

( 4) Penataan perangkat daerah harus memperhatikan karakteristik 

dan potensi daerah sehingga memberikan ruang bagi Daerah 

untuk menyesuaikan besaran perangkat daerah dengan strategi 

yang dipilih dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. 

(5) Peraturan daerah tentang pembentukan perangkat daerah sebagai 

tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

harus dipercepat dan diharapkan selesai akhir Agustus 2016 agar 

selaras dengan jadwal penyusunan APBD tahun 2017 sehingga 

pelaksanaan APBD 2017 dapat berjalan dengan lancar dan tepat 

waktu. 

( 6) Penyusunan APBD tahun 2017 ban.is sudah berdasarkan Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. oleh karena itu 

penyusunan KUA dan PPAS tahun 2017 clilakukan selaras 

dengan penyusunan peraturan daerah mengenai pembentukan 

perangkat daerah. 
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(7) Penyerahan P3D terhadap urusan pemerintahan yang beralih 

kewenangan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 harus 

dilakukan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam UU Nomor 23 

Tahun 2014 dan Peraturan Kepala BKN. gubemur dan 

bupati/walikota agar segera berkoordinasi dan dapat difasilitasi 

oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Teknis. 

(8) Pengisian jabatan perangkat daerah baru yang dibentuk 

berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016 dilakukan pada akhir 

tahun 2016 agar tidak mengganggu pelaksanaan APBD tahun 

2016 dan siap melaksanakan APBD tahun 2017. 

(9) Diharapkan pemerintah pusat dapat memberikan pedoman 

mengenai pengisian jabatan pada perangkat daerah untuk pertama 

kalinya tidak dilakukan dengan seleksi terbuka, agar tidak 

mengganggu dan memperlambat pelaksanaan anggaran tahun 

2017 sehingga penyerapan anggaran akan tepat waktu. 

( 10) Perlu dilakukan perbaikan penerapan sistem merit dalam UU 

ASN. Terkait dengan Otonomi Daerah, disesuaikan dengan UU 

Otonomi, Menteri Dalam Negeri yang memutuskannya. 

( 11) Untuk pengangkatan pertama kali dalam jabatan perangkat 

daerah dilaksanakan dengan mengukuhkan pejabat yang ada 

dalam jabatan yang setara. Untuk pejabat yang promosi diusulkan 

untuk dilakukanjob fit dan untuk memberikan payung hukumnya 

perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sinergis 

dengan kebijakan ASN. 

b) Muatan isi kebijakan yang diatur 

Dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Urusan pemerintah dibagi menjadi urnsan pemerintah absolut, 

urusan pemerintah konkruen dan urusan pemerintahan umum. Urusan 

pemerintah absolut adalah urusan pemerintah yang sepenuhnya 

menjadi kewenangan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, 
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keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, dan agama) urusan pemerintah 

konkmen adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Umsan 

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah antara lain : 

( 1) Pengaturan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kenyataan 

dan kebutuhan Daerah. 

(2) Pengaturan organisasi perangkat daerah berkaitan dengan Undang

Undang Aparatur Sipil Negara dalam ha! kompetensi pejabat. 

(3) Pengaturan organisasi perangkat daerah berdasarkan pemetaan 

urusan. 

c) Jenis manfaat yang diterima 

Arab penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yaitu 

Peningkatan pelayanan, Pemberdayaan, peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun untuk 

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat sesuai 

dengan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, 

maka dengan adanya penataan orgamsas1 perangkat daerah 

berdasarkan basil pemetaan urusan pemerintahan maka jenis-jenis 

manfaat yang diharapkan adalah sehagai berikut : 

(I) Organisasi Perangkat Dae rah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

(2) Integrasi kelembagaan. sistem merit dan perbaikan pelayanan 

publik menuju dynamic K<>V<.'1w11ent. 

(3) Mempe11egas fungsi Dinas dan Badan 
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(4) Kepala Daerah dapat menyesuaikan besaran Perangkat Daerah 

(5) Efisiensi Organisasi 

d) Perubahan yang diinginkan. 

Perubahan yang diinginkan dari kebijakan pemetaan urusan 

pemerintahan adalah adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat 

dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, 

serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun untuk mencapai 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

tersebut maka perlu dilaksanakan perbaikan terhadap pemetaan urusan 

dan penataan organisasi perangkat daerah tersebut karena terdapat 

beberapa hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebelumnya 

yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan, yaitu : 

(I) Kelembagaan daerah dengan urusan pemerintahan tidak sinergis 

(misal: dinas perhubungan dan kominfo, dinas perdagangan, 

perindustrian, UMKM dan tenaga kerja). 

(2) Dengan dibukanya lembaga lain, perangkat daerah berkembang 

tanpa batas walaupun jumlah dinas dan badan sudah dibatasi. 

(3) Kriteria penentuan nilai dilakukan berdasarkan krite1ia besaran 

daerah, sehingga tidak mencerminkan beban dari urusan 

pemerintahan tersebut. 

Oleh karena itu maka penyusunan urusan pemerintahan yang 

diperlukan dalam rnemenuhi kebutuhan efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan dengan perubahan urusan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

(I) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar 
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Urnsan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar, terdiri atas pendidikan, kesehatan, peke1jaan 

umum dan penataan rnang, pe1umahan rakyat dan kawasan 

permukiman, ketenteraman dan kete11iban umum serta 

perlindungan masyarakat dan sosial. 

(2) Umsan Pemerintahan Wajib yang ticl:lk herkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

Umsan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 

pelayanan dasar, terdiri atas tenaga ke1ja, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, 

lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, 

pemberdayaan masyarakat dan Desa, pengendalian penduduk dan 

keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, 

koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, 

kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, 

perpustakaan dan kearsipan. 

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan 

Urusan Pemerintahan Pilihan terdiri atas kelautan dan 

perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, kehutanan, energi 

dan sumber daya mineral, perindustrian, transmigrasi. 

(4) Unsur penunjang Urnsan Pemerintahan 

Unsur penunjang Umsan Pemerintahan meliputi 

perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan 

pelatihan, penelitian dan pengembangan, fungsi penunjang lainnya 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Dalam pembahan pemetaan urusan ini maka data dalam 

penelitian yaitu Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan. 

e) Letak pengambilan keputusan 
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Program penataan ulang kelembagaan dimaksudkan 

menjadikan daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan nawacita.Maka 

letak program kebijakan adalah Pemerintahan Daerah. Adapun arah 

kebijakan penataan kelembagaan pemerintahan daerah antara lain : 

( 1) Menata ulang kelembagaan pemerintahan daerah sesuai dengan 

pernbahan kewenangan antar susunan pemerintahan sebagai 

bagian dari penguatan otonomi daerah dan refonnasi birokrasi. 

Penyesuaian harus menjadikan kelembagaan efektif melaksanakan 

tugasnya 

(2) Kelembagaan bersifat asimetris yang memungkinkan kelembagaan 

dari satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. 

(3) Mendorong terwujudnya sinergi kelembagaan antara pemerintah 

pusat dan daerah agar jelas pemangku kepentingan (stakeholder) 

dari kementerian/lembaga di daerah. 

(4) Menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan untuk 

mencapai target nasional dengan akselerasi realisasi target 

nasional tersebut. 

(5) Memastikan tersedianya dukungan personel yang memadai baik 

dalam jumlah maupun standar kompetesi yang diperlukan. 

f) Implementor Kebijakan. 

Menurut Mintzberg (1993:153) dalam struktur 

organisasiterdapat 

kewenangan yang 

peraturan-peraturan, tugas 

bersifatfonnal.Hubungan 

danhubungan 

kewenangan 

tersebutmengatur bagaimana orang bekerjasamadan menggunakan 

sumber daya yang adauntuk mencapai tujuan organisasi. Tugas

tugasyang terdapat dalam stn.1kturorganisasi dibedakan ke dalam lima 

unsurdasar, yaitu Strategic Apex, Middle Line, Technostructure, 

Supporting Staff dan Operat111g Core. Masing-masing 

unsurmenjalankan fungsinya masing-masingdalam suatu hubungan 
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ke1ja yang sinergisdan sistematis sehingga tujuan yangdiharapkan 

dapat diwujudkan. 

Implementor Kebijakan adalah para pemegang fungsi 

pemerintahan yang terbagi atas unsur dasar pembagian struktur 

organisasi perangkat daerah, yaitu sebagai berikut : 

TahPl 4 

Unsur Dasar Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

No. Unsur Dasar Keterangan 

1. The STrategic Apex Kepala Daerah 

2. The Middle Line Sekretaris Daerah 

3. The Tec/111ostr11ct11rc Unsur Penunjang Urusan 

Pemerintahan (Badan Daerah) 

dan Inspektorat 

4. The Supporting Stc~tr Sekretariat Daerah: Sekretaris 

Dae rah, As is ten Sekretaris 

Daerah, Bagian, dan Sub Bagian; 

serta Sekretariat DPRD: 

Sekretaris DPRD. 

5. The Operating Core Dinas Daerah: Kepala Dinas 

Berdasarkan susunan unsur dasar perangkat daerah tersebut 

maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada unsur 

Techno.,·tr11ct11re. yaitu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan. 

g) Sumber Daya yang digunakan 

Besar kecilnya kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah, 

selain berimplikasi pada besar kecilnya beban ke1ja yang harus 

diemban oleh kelembagaan Pemerintah Daerahtersebut, Jllga 

berdampak pada besar kecilnya kebutuhan Sumber Daya Manusia dan 

manajemennya.Oleh karenanya, untuk melakukan pcnataan 

kelembagaan daerah, ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sistem 
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manajemennya hams hams diperhatikan kaitannya dengan kesiapan 

daerah untuk melaksanakan berbagai kewenangan yang dimilikinya. 

Adapun sumber daya manusia pendukung kebijakan adalah 

para pejabat pemerintah pada saat proses berlangsungnya pemetaan 

umsan pemerintahan adalah unsur pemerintahan daerah yang menjabat 

eselon II, III dan IV serta staf fungsional. 

Sedangkan sumber daya pendukung lainnya adalah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. 

2) Variabel lingkungan implementasi (context of implementation) kebijakan 

dengan kriteria sebagai berikut : 

a) Kekuasaan, kepentingan, dan srategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

(I) Kekuasaan dalam lingkungan implementasi kebijakan 

Kekuasaan dalam lingkungan implementasi kebijakan 

adalah para pemegang tampuk jabatan tertinggi dalam unsur 

perangkat daerah yaitu The Strategic Apex I Kepala Daerah 

(Gubernur), dan The Middle Lineselaku pejabat yang bertugas 

membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan 

mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah 

(Sekretaris Daerah). 

(2) Kepentingan dalam lingkungan implementasi kebijakan 

Kepentingan dalam lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah terhadap implementasi kebijakan pemetaan 

umsan pemerintahan dilihat dari karakteristik keorganisasian 

modern yaitu fleksibilitas, efektifitas, efisiensi, dan 

proporsionalitas. 

(3) Strategi aktor yang terlibat 

Strategi aktor yang terlibat dalam penataan organisas1 

perangkat daerah adalah kewajiban memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang sudah menstandarisasikan 
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penataan organisasi perangkat daerah melalui regulasi yang 

menuangkan ketentuan baik pelaksanaan pemetaan urusan 

pemerintahan daerah sampai dengan penataan organisasi perangkat 

daerah. 

b) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa. 

( 1) Karakteristik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubemur 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah se1ta pelayanan 

administratif. Adapun karakteristik Sekretariat Daerah yaitu : 

(a) Sekretariat Daerah dipimpin oleh sekretaris Daerah. 

(b) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membanh1 kepala daerah 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian 

administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah 

serta pelayanan administratif. 

( c) Dalam pelaksanaan rugas, sekretaris Daerah bertanggung 

jawab kepada kepala daerah. 

( d) Apabila Sekretaris Daerah provinsi berhalangan melaksanakan 

rugasnya, rugas sekretaris Daerah provinsi dilaksanakan oleh 

penjabat yang ditunjuk oleh gubemur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat atas persetujuan Menteri. 

(e) Masa jabatan penjabat sekretaris Daerah paling lama 6 (enam) 

bulan dalam hal sekretaris Daerah tidak bisa melaksanakan 

tugas atau paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi 

kekosongan sekretaris Daerah. 

(t) Persetujuan Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah 

Pusat dilakukan sesuai dengan persyaratan kepegawaian 

berdasarkan ketentuan peraturan penmdang-undangan. 

(g) Ketentuan iebih lanjut mengenai penjabat sekretaris Daerah 

diatur dalam Peraturan Presiden. 
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Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Sekretariat 

Daerah menyelenggarakan fungsi: 

(a) pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah; 

(b) pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah; 

( c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan 

daerah; 

(d) pembinaan dan pelayanan administratif serta pembinaan ASN 

pada Perangkat Daerah; 

( e) pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan 

prasarana Pemerintah Provinsi; dan 

(f) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tu gas. 

(2) Karakteristik Rezim yang sedang berkuasa 

Rezim yang sedang berkuasa adalah Pemerintah Daerah 

dan Pemerintahan Pusat yang secara fundamental mernpakan 

hirarki tertinggi atas sistem pemerintahan Indonesia.Sebagaimana 

diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali 

pernbahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan 

Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, 

dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi 

dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat 

Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan 

pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, 

penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga 

pcngembangan demokrasi lokal. 

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan 

dibantu oleh menteri negara dan setiap menteri be11anggung atas 

Urnsan Pemerintahan tertentu dalam pemerintahan.Sebagian 

Urnsan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab menteri 
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tersebut yang sesungguhnya diotonomikan ke Daerah. 

Konsekuensi menteri sebagai pembantu Presiden adalah kewajiban 

menteri atas nama Presiden untuk melakukan pembinaan dan 

pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah be1jalan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan karakteristik Pemerintahan Daerah berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri 

dari unsur sta( unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf 

diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.Unsur 

pelaksana Umsan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah 

diwadahi dalam Dinas Daerah dan unsur pelaksana fungsi 

penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan 

Daerah.Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi 

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah diwadahi dalam lnspektorat. 

c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 

Menurut Tyler (Susilowati, 1998, 2003, 2004 dalam 

Saleh,2004) terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, 

yaitu instrumentaldan normatif.Perspektif instrumental berarti individu 

dengan kepentingan pribadidan tanggapan terhadap perubahan yang 

berhubungan dengan perilaku.Perspektifnormatif berhubungan dengan 

moral dan berlawanan dengan kepentinganpribadi.Seseorang lebih 

cendemng patuh pada hukum yang dianggap sesuai dankonsisten 

dengan nonna-norma mereka.Komitmen normatif melalui 

muralitasperscmal (normative co111mi1111e111 thro11gli 111oro/ity) bera1ii 

patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharnsan, 

sedangkan komitmen normatif melaluilegitirnasi (normative 

co111111it111ent through legitimacy) berarti patuh padaperaturan karena 

otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte 
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perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulistyo, 2010). 

Kelompok sasaran yaitu Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah merupakan target kepatuhan terhadap penataan 

organisasi perangkat daerah, adapun responsivitas para pemangku 

jabatan berdasarkan hasil pengamatan adalah upaya untuk 

melaksanakan ketentuan peraturan pernndang-undangan yang herlaku 

namun dengan kondisi-kondisi yang perlu dikaji kembali 

kesesuaiannya berdasarkan kebutuhan di daerah. 

2. Implementasi Kebijakan Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Melalui hasil pengamatan dan memperoleh data-data dan informasi di 

lokasi penelitian, dan setelah dilangsungkan kegiatan wawancara kepada 

beberapa info1man yang di identifikasi pada saat proses pemetaan 

dilaksanakan adalah para aparatur yang telah terlibat langsung terhadap proses 

pelaksanaan pemetaan urusan pernerintahan, berdasarkan basil 

wawancaramaka diperoleh beberapa basil ternuan sementara yang ada dalam 

lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang implementasi 

kebijakan pemetaan urusan pemerintahan berdasarkan regulasi-regulasi yang 

telah ditetapkan yaitu Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penataan 

Perangkat Daerah. 

Penelitian dilaksanakan dengan rnenemm 4 orang informan I 

narasumber sebagai berikut : 

I. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan T engah. 

3. Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisi Jabatan pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Kai imantan T engah. 

4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi KalirnantanTengah 

Peneliti mengunjungi informan di ruang kerjanya masing-masing 

kemudian menyampaikan maksud dan tujuan peneliti untuk bertemu dan 
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melangsungkan kegiatan wawancara.Pe11anyaan yang disampaikan peneliti 

kepada masing-masing dari 4 orang infonnan tersebut terkait tentang 

pelaksanaan kebijakan pemetaan organisasi perangkat daerah yang barn saja 

diimplementasikan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada 

Sekretariat Daerah. 

Pada saat pelaksanaan implementasi peneliti mencari infonnasi 

mengenai fakta apa saja yang diperoleh sesuai kriteria Merille Grindle ( 1980) 

dalam mengimplementasikan kebijakan pemetaan organisasi perangkat daerah 

pada saat memproses kebijakan pemetaan urnsan pemerintahan menurut 

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisi Jabatan, Kepala Bagian Pernturan 

Perundang-undangan dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat.Berikut ini merupakan uraian berdasarkan informasi yang telah 

diperoleh: 

1. Konten (muatan) kebijakan 

a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi (interest affected) 

Kepentingan-kepentingan yang tertuang dalam kesepakatan 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sebagaimana telah 

diuraikan pada bagian deskripsi,selanjutnya berdasarkan hasil analisis 

data dan dokumen-dokumenmengenai penataan perangkat daerah 

terdapat fakta bahwa perubahan tipologi perangkat daerah pada 

Sekretariat Daerah dalam pengukuran yang sebelumnya B (type 

dengan susunan struktur 6 biro) menjadi A (type dengan susunan 

struktur 9 biro ). Adanya perubahan tipologi Sekretariat Daerah yang 

berdasarkan pengukuran semula seharusnya menjadi B namun pada 

akhimya ditetapkan menjadi Amengakibatkan adanya indikasi bahwa 

adakepentingan dalam tubuh organisasi pada saat dilakukan penataan 

perangkat daerah. Bcrikut ini merupakan basil wawancara dengan 

Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan terkait jumlah biro 

yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah yang semula ditetapkan 6 

biro kemudian menjadi 9 biro : 
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"itu memang kalau kita lihat kemaren itu kan terutama dari tim T APO, 

tim anggaran mereka kan lebih mengarah kepada efisiensi anggaran, 

melihat kekuatan anggaran bahwa itu kan sebenarnya mereka 

menginginkan lebih efisien justru 6, asalnya tu karena anggaran

anggaran kita kan turun kemaren dan mencapai efisiensi anggaran. 

Malah justru mereka lebih efisien sebenamya dengan 6 biro, rnakanya 

rencana digabung yang organisasi dengan hukum, gubemur juga 

asalnya juga setuju. Cuma ada berkembang kan kita kan memikirkan 

juga dampak yang terlalu besar terhadap kehilangan jabatan. Kan salah 

satu kemaren berapa eselon 2, eselon 3, eselon 4 sedangkan di setda 

ini kan terlanjur sudah gemuk 4 asisten, ... " 

"Pola Maksimal. ... , 4 bagian dalam 1 biro kan, 12 biro. Kalau 6 iya 

banyak dampak kehilangan jabatan tu tidak bisa diabaikan juga, tidak 

bisa dipungkiri juga nasib ASN ini kan. Lalu mereka kemaren 

sebenarnya kan arahnya memang ngotot mau 6 ngga masalab cuma 

kemaren Pak Asisten ada tim TAPD ada yang berkembang di luar 

bahwa kasihan juga akhimya kan .... " 

"kehilangannya itu yang jadi pertimbangan juga, akhimya kan bisa 

diminimalisir dan provinsi lain kan rata-rata type A setda kemaren kan 

kalau type B memang pemikirannya itu kan kok masa dinas ada type 

A berkoordinasi dengan type B ada juga kesana arah pemikiran. 

Sedangkan kita ini mengkoordinasikan, oh masa type A padahal 

sebenarnya tidak masalah padahal type kan sekedar hanya untuk 

membe1ikan gambaran gambaran struktur aja tidak berpengaruh 

terhadap eselon, koordinasi, tidak masalah sebenamya. Tapi 

pemikirannya sempat kesana kemaren"(Wawancara Tanggal 6 April 

2017). 
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Dari penjelasan mengenai adanya fakta perubahan tipologi Sekretariat 

Daerah dari B menjadi A ini juga didukung oleh penjelasan Asisten 

Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat: 

"kalau masalah organisasi ini kan mungkin pe11imbangannya waktu itu 

gini karena kalau dipersempit hanya 6 biro untuk urusan di Kantor 

Gubernur ini kan karena sibuk, karena banyak pelayanan pada 

masyarakat itu kan tidak memungkinkan, artinya pasti sangat banyak 

kesulitan. Karena kan berarti ada peke1jaan biro-biro lain yang harus 

digabung karena kan kalau 6 biro nah dengan dipecah menjadi 9 ini 

kan artinya peke1jaan itu terbagi, kalau setahu kami, inipun dari yang 

<lulu asalnya kan 12 biro dipersempit itu bebannya juga sudah cukup 

berat"(Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa adanya 

perubahan tipologi Sekretariat Daerah dari B menjadi A didasari oleh 

argumentasi kesulitan kesibukan pelayanan dalam penambahan beban 

kerja, selain itu terdapat kekhawatiran akan adanya kehilangan 

jabatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penataan perangkat 

daerah sebagaimana diuraikan dalam deskripsi sebelumnya bahwa 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah sebagai pelaksanaan da1i Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintah Daerah harus menjadi landasan untuk 

melakukan penataan perangkat daerah yang efektif (right sizing) yang 

mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien, masih dise11ai 

dengan adanya kepentingan sumber daya manusia dalam menghadapi 

permasalahan berdasarkan 11kuran beban ke1ja setia jumlah jabatan 

yang dihilangkan. 

Dalam deskripsinya diharapkan penataan perangkat daerah 

akan mendorong efisiensi birokrasi sehingga alokasi belanja pelayanan 

publik termasuk belanja modal akan semakin besar, namun 
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permasalahan efisiensi dan efektivitas belum dapat diukur karena pada 

saat ini belum ada pelaksanaan dan basil evaluiasi penataan organisasi 

perangkat daerah. 

Selain itu dalam kepentingan daerah pada saat dibuat 

kesepakatan penataan perangkat daerah ini diharapkan pemerintah 

pusat dapat memberikan pedoman mengenai pengisian jabatan pada 

perangkat daerah untuk pertama kalinya tidak dilakukan dengan 

seleksi terbuka, agar tidak mengganggu dan memperlambat 

pelaksanaan anggaran tahun 2017 sehingga penyerapan anggaran akan 

tepat waktu, kemudian Perlu dilakukan perbaikan penerapan sistem 

merit dalam Undang-Undang Aaparatur Sipil Negara hal m1 

berdasarkan pengamatan peneliti sudah sesuai dengan harapan. 

Kemudian dalam kepentingan pusat yang disepakatioleh 

daerah untuk pengangkatan pertarna kali dalam jabatan perangkat 

daerah dilaksanakan dengan mengukuhkan pejabat yang ada dalam 

jabatan yang setara. Untuk pejabat yang promosi diusulkan untuk 

dilakukan job fit dan untuk memberikan payung hukumnya perlu 

dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang sinergis dengan 

kebijakan ASN.Dalam hal pejabat yang ada dikukuhkan dalam jabatan 

yang setara tesebut peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian 

karena pejabat yang ada tidak dikukuhkan dalam jabatan yang setara, 

karena dalam pengisian jabatan justru dilakukan mutasi besar-besaran 

dan pejabat yang ada tersebut sebagian besar juga mengalami 

kehilangan jabatan I nonjob, termasuk dalam fakta ini informan 

peneliti yang semula adalah Kepala Bagian Peraturan Perundang

undangan tidak dikukuhka dalam jabatan setara pasca penataan 

organisasi perangkat daerah tetapi rnengalami nonjob. 

Adapun untuk mengetahui masalah yang timbul terkait 

permasalahan kehilangan jabatan dari penataan organisasi perangkat 

daerah tersebut terkait kepentingan daerah yang hams smergis 
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denngan kebijakan UU ASN, selanjutnya peneliti menanyakan kepada 

3 orang informan yang memahami penuasalahan yaitu Kepala Bagian 

Peraturan Perundang-undangan tentang hal-hal terdampak dalam 

pemetaan urusan pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. Berikut ini merupakan basil dialog wawancara 

peneliti dengan Kepnln Bagian Peraturan Perundang-undangan : 

"Sekarang kapan mereka mengeluarkan kebijakan bagaimana daerah 

mengantisipasi terhadap pegawainya ... kan ga ad a.Ada satu edaran 

yang mengenai fungsional itu tapi tidak ada edaran bagaimana 

setelahdiadakan pemetaan jabatan, jadi terlihat berapa komposisi 

jabatan yang hilang akibat itu.Artinya apakah itu dianggap kesuksesan 

dari PP itu?dilihat dari berkurangnya jabatan apakah itu otomatis 

berkurangnya biaya, kurasa tidak juga karena apa, masih tetap diberi 

peluang untuk daerah itu" 

"Mungkin intinya kaya gini, pusat belurn siap dengan masalah yang 

ditimbulkan akibat penataan m1, baik terhadap apa-apa 

kepegawaiannya dari sisi kepegawaiannya.Nah tadi itu, apakah 

benarkah menonjobkan itu .... " 

"tapi penyelesaian solusinya kaya apa... .. ada untuk inpassing 

penyesuaian jabatan itu, tetap melalui uji kompetensi. oke UJl 

kompetensi tapi pusat pun masing-masing K/L belum senmanya siap 

dengan juknis bagaimana inpassing itu dilakukan, proses inpassing itu 

dilakukan ...... " 

"nab sekarang, aku protes sebenarnya, kuanggap itu belrnn/tidak 

"klik" dengan waktu-waktu yang ada ini. kan ini kacau nih DUK yang 

ada di kantor kita ni karena banyak yang nonjob tadi. tidak ada aku 

lihat upaya bagaimana BKD ini menata ini." 
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"menimbulkan masalah dari sisi aturan karena apa, kaya apa mengolah 

SKP? karena ketidakjelasan mendudukan/memposisikan orang-orang 

yang nonjob tadi. Ini kita dari sisi itu ajalah belum lagi aku melihat 

bahwa kesalahannya itu kalau ada nonjob, hasil pemetaan harusnya 

konsisten k;:in nonjobnya jumlahnya 63 seharnsnya 63 itu aja yang anu 

(diproses) tidak boleh ada promosi dan mutasi. itu sehamsnya. ini kan 

menimbulkan masalah barn. terns Juga tidak menyiapkan 

solusinya.Artinya tadi jumlahnya sehamsnya 63 menjadi 135." 

(Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti meyimpulkan bahwa 

masih belum optimalnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap 

kebijakan penataan kepegawaian sebagai bagian dari sinkronisasi 

antara penataan perangkat daerah dengan kebijakan UU ASN sehingga 

keberhasilan lmplementasi Kebijakan Pemetaan Umsan Pemerintahan 

dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah terkendala dari sisi 

pelayanan dan beban kerja yang semakin padat serta kurangnya 

penataan kepegawaian. 

b. Jenis-jenis manfaat yang diperoleh (type of benefits) 

Berdasarkan dokumen paparan Jenis-jenis manfaat yang 

diperoleh 

l) Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 

2) lntegrasi kelembagaan, sistem merit dan perbaikan pelayanan 

publik menuju dynamic government_ 

3) Mempertegas fungsi Dinas dan Badan 

4) Kepala Daerah dapat menyesuaikan besaran Perangkat Daerah 

5) E fisiensi Organisasi 
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor l 8 Tahun 20 l 6 

tentang Perangkat Daerah penentuan tipologi dalam Jumlah perangkat 

Derah sesuai dengan jumlah fungsi pendukung, urusan pemerintahan 

dan fungsi penunjang. 

Fungsi pendukung, urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan 

dikelompokkan menjadi: 

1) Fungsi atau Urusan dengan beban besar, diwadahi perangkat 

daerah tipe A. 

2) Fungsi atau Urusan dengan beban sedang, diwadahi perangkat 

daerah tipe B 

3) Fungsi atau Urnsan dengan beban kecil, diwadahi perangkat 

daerah tipe C 

4) Fungsi atau Urusan dengan beban sangat kecil, tidak menjadi 

perangkat namun bisa berupa Bidang, atau Seksi/Subbidang. 

Dari kategori jenis manfaat yang diterima ini kebijakan sudah 

menentukan bahwa dengan adanya pembagian urusan dan fungsi 

berdasarkan tipologi dan adanya kewajiban sinkronisasi penataan 

organisasi perangkat daerah dengan kebijakan Undang-Undang ASN 

maka melalui dokumen-dokumen penataan kelembagaan yang 

diperoleh peneliti didapat fakta bahwa dalam pengukuran Sekretariat 

Daerah semula dari tipe B menjadi A sehinggga peneliti berasumsi 

bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah pada Sekretariat 

Daerah belum memenuhi kriteria Organisasi Perangkat Daerah yang 

tepat fungsi dan tepat ukuran sebagaimana yang diharapkan dalam 

kategori jenis manfaat. 

Sedangk:rn untuk kategori jenis manfaat efisiensi orga111sas1 

dan kriteria lainnya belum dapat didefinisikan karena regulasi yang 

mengatur pada saat pengisian jabatan belum dilakukan evaluasi 

sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Kepala Bagian Penataan 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan. 
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" ... ya pasti efektif aja ini kan belum di evaluasikan belum di ukur, kan 

l tahun bisa di evaluasikan dari menurut PPnya" (Wawancara Tanggal 

6 April 2017). 

Untuk mengetahui Jems manfaat terhadap perbaikan 

pelayanandan kinerja padaorganisasi Sekretariat Daerah maka peneliti 

kemudian mencari informasi tentang jenis manfaat dari basil kinerja 

pelayanan aparatur pemerintahan.Berikut ini merupakan basil petikan 

wawancara dengan Kepala Biro Organisasi. 

"iya, kalau kita melihat, kalau melihat dari komposisi jabatan 

sebenarnya kita menginginkan memang kinerjanya sudah cukup 

meningkat harusnya tetapi yang jadi permasalahan justru komposisi 

pemangku jabatan yang ditempatkan kalau melihat dari kacamata 

uraian tugas I tupoksi, justru sebenarnya sudah semakin membaik 

berarti arah ada perubahan sudah ke yang lebih baik harusnya kinerja. 

Tapi yang justru yang menurunkan nilai dari jabatan itu kadang

kadang orang yang duduk yang ditempatkan dalam jabatan itu kadang

kadang dari sisi kompetensi tidak tepat.Itu saja kalau dari segi 

pemetaan sudah pas.Artinya jabatan itu memang sudah pas untuk 

memperbaiki kinerja." (Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa 

pada saat dilaksanakan pengisian jabatan tidak disertai dengan 

pertimbangan kompetensi.Sedangkan setelah dilaksanakan pemetaan 

dan penataan organisasi perangkat daerah banyak sekali dilakukan 

mtitasi jabatan besar-besaran.Sehingga dari sisi jenis manfaat yang 

diharapkan dalam bentuk perbaikan pelayanan belum dapat dicapai 

selama pengisian jabatan tersebut masih belum mempertimbangkan 

kompetensi pegawai dan belum melaksanakan sistem merit. 
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a. Jangkauan perubahan yang ingin dicapai (extent <?lchw1ge envision) 

Dalam basil analisis dokumen pemetaan umsan pemerintahan, 

jangkauan perubahan terhadap posisi pemetaan pada Sekretariat 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dimana semula Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Undang-undang 32 talrnn 2004 telah 

berganti sesuai dengan Undang-undang 23 tahun 2014 yaitu ditetapkan 

sebagai Unsur penunjang Umsan Pemerintahan. 

b. Letak pengambilan keputusan (site <~{decision making) 

Pemerintah Daerah sebagai letak pengambilan keputusan dari 

Pemerintahan Pusat dalam misinya yaitu menjadikan daerah sebagai 

ujung tombak pelaksanaan nawacita maka untuk mencapai arah 

kebijakan melalui penataan ulang kelembagaan.Pada pelaksanaannya 

diharapkantelah sesuai ketentuan peraturan pemndang-undangan yang 

berlaku. Namundalam pelaksanaannya pada Pemerintahan Daerah 

program penataan ulang kelembagaan ini merupakan kebijakan yang 

belum tepat bagi pelayanan masyarakat disebabkan adanya 

peningkatan dan pemadatan beban kerja dan adanya perampingan 

struktur organisasi pada Sekretariat Daerah yang dapat mengakibatkan 

kesibukan luar biasa dalam tubuh organisasi.Hal ini dilihat dari hasil 

petikan wawancara dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat berikut. 

"sebetulnya kalau mau jujur kita itu kalau istilah sesuai tidak sesuai itu 

kan relatif sebenamya kalau kita melihat beban kei:_ja banyak 

sepertinya apalagi kalau kaya ibu ni kan hanya membawahi 3 biro juga 

sama dengan asisten lain kan sedangkan beban ke1:janya cukup banyak 

cukup padat sebetulnya ya memang kalau bisa itu sebenamya kan ada 

penambahan-penambahan biro, mungkin asistennya juga dibagi kaya 

dulu lagi menjadi 4 itu akan lebih ideal karena peke1:jaan ini kan 

dengan menciutnya biro menciutnya asisten otomatis pekerjaan itu 
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bertambah kaya <lulu pemerintahan kan hanya pemerintahan asisten 

sekarang tambah kesra. jadi yang pemerintahan saja sudah padat 

ditambah kesra lebih padat lagi padahal biro yang membantu kan tetap 

3 dan itu juga mempengarnhi" 

Dari petikan wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa 

kebijakan dalam pembagian jabatan yang dimaksudkan dalam 

pemerintahan daerah adalah pembagian beban kerja yang lebih 

proprosional dan tidak terlalu memberatkan dan memadatkan fungsi 

yang sebetulnya dianggap sudah sangat padat. 

Pengambilan keputusan ini juga dianggap belum tepat 

disebabkan adanya indikasi terhadap ketidaksiapan pemerintah pusat 

dalam menyiapkan indikator penataan organisasi perangkat daerah 

sebagaimana dijelaskan dalam hasil petikan wawancara dengan Kepala 

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan berikut. 

" ... satu aja saya kemaren memang ini kan menyusunnya terns terang 

aja masih tergesa-gesa belum pas indikatornya ... karena targetnya kan 

harus selesai akhir Juni kan PPnya" 

"Ketidaksiapan Kemendagrinya. Kemendagrinya mestinya Membuat 

indikator terukur yang betul-betul jelas.Hasilnya bagus arahnya 

kesana. Dulu itu kan Cuma APBD faktor umum aja sekarang faktor 

teknis seperti di setda ini kan tugas di indikatornya jumlah produk 

hukum daerah, APBD yang diukur cuma itu aja ... " 

" ... tapi berapa jumlah koordinasi surat menyurat dengan itu kan lebih 

mendetail lagi misalnya asisten I berapa yang dikoordinasikan lebih 

mengena lagi lebih teknis lagi itu sebenarnya. Kan tugas setda ni kan 

mengkoordinasikan tugas-tugas dinas badan. Kemaren kan Cuma 

indikator kan APBD, jumlah penduduk, produk hukum daerah. Produk 
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hukum daerah ya a1tinya kine1ja biro hukum aja, kine1ja biro-biro lain 

ngga tergambar. Biro ekonomi,biro apa ngga tergambar di inikan. 

Kalau menmut saya masih belum. Umpamanya asisten I apa-apa 

koordinasinya berapa surat apa permasalahan itu kan diinikan, masih 

belum" 

" ... sehingga benar-benar menggambarkan be ban ke1j a dan intensitas 

kerja.ltukan sudah jelas intensitas ke1:ja.Intensitas ke1janya apa

apa?Indikator intensitas ke1janya. Kemaren kan Cuma produk hukum 

daerah. Logika produk hukum daerah kan cuma Biro Hukurn aja ... " 

Dari basil wawancara tersebut dapat disirnpulkan bahwa dari 

sifat ketergesa-gesaan pelaksanaan mengakibatkan kurangnya 

perencanaan dan data indikator yang harus disiapkan da lam 

menentukan besaran organisasi perangkat daerah karena yang diukur 

dalam indikator perangkat daerah Sekretariat Daerah hanyalah produk 

hukum daerah yang merupakan indikator dari Biro Hukum saja, 

sedangkan indikator perangkat daerah dari Biro-Biro lain belum 

dimasukan dalam kriteria penataan organisasi Sekretariat Daerah. 

c. Pelaksana program (program implementer) 

Berdasarkan basil observasi pada lingkungan penelitian, 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada unsur 

Technostnicture, yaitu Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dimana 

pelaksana program yang berada pada lingkup Sekretariat Daerah yang 

menjadi leading s<!ctor penataan kelembagaan adalah Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai 

tugas pokok yaitu menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah 

bidang orgamsas1, perencanaan strategis bidang orgarnsas1, 

pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, kuordinasi dan 
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informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan bidang akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah 

daerah, kelembagaan dan analisis jabatan serta tata laksana, dimana 

Biro Organisasi dalam struktur organisasi bertanggung jawab kepada 

Sekretaris Daerah. 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur 

dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan 

administratif. 

Dalam kategori pelaksana program yaitu Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provnsi Kalimantan Tengah maka pelaksana 

program sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kemudian berdasarkan hasil observasi pada Biro Organisasi 

Sekretariat Daerah Provnsi Kalimantan Tengah pada saat 

berkoordinasi dengan Perangkat daerah lainnya ditemukan fakta 

bahwa selain pada Sekretariat Daerah terdapat juga negoisasi terhadap 

perangkat daerah di luar Sekretariat Daerah mengakibatkan adanya 

fakta bahwa indikator maupun tipologi perangkat daerah dari basil 

observasi terdapat revisi untukjumlah perangkat daerah yang awalnya 

berjumlah 35 kemudian berubah menjadi 45 pertanyaan ini 

diungkapkan kepada Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis 

Jabatan, bahwa hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan 

perseps1 antara Pemerinah Provinsi Kalimantan T engah dengan 

Kemendagri 

"Nab itu betul itu saya sepakat persepsi karena apa, BAPPEDA kan 

alasan mereka kan melihat DPA kalo inspektorat kemaren kan objek 

pemeriksaan. Kalau kita kan sesuai dasar hukum, perdanya bahwa biro 

kita kan bukan sekretariat lagi sebenarnya tapi karena yurisprudensi 

na:nanya kan, yurisprudensi putusan yang disetujui sebelumnya, 

sehingga keputusan yang ada di setujui kita menjadi 45, itu 

101 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



yurisprudensi namanya karena keputusan mereka berbeda. Harusnya 

kalau secara hukum memang 35 sebenarnya tapi terlanjur mereka 

menyetujui karena kita kan disetujui akhirnya 45... memang dasar 

hukum perda karena yurisprudensi jadi mereka menyetujui sudah 

terlanjur menyetujui punya inspektorat dengan bappeda tidak masalah 

karena mengangkat itujuga" (Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Penjelasan tersebut mengindikasikan bahwa persepsi pelaksana 

kebijakan juga dapat mempengaruhi pengisian indikator-indikator 

yang diperlukan dalam menentukan skoring dan tipologi perangkat 

daerah.Selain itu indikator-indikator dalam kriteria tipologi perangkat 

daerah masih kurang didukung oleh data-data yang valid dan akurat, 

karena masih bisa dilakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat 

terhadap penentuan skor dan tipologi perangkat daerah. 

d. Sumber-sumber daya yang digunakan (resources committed) 

Dalam pelaksanaan pemetaan seluruh instansi Provinsi 

Kalimantan Tengah,sumber daya manusia pendukung kebijakan 

penataan organisasi perangkat daerah adalah para pejabat pemerintah 

pada saat proses berlangsungnya pemetaan urusan pemerintahan 

adalah unsur pemerintahan daerah yang menjabat eselon II, III dan IV 

serta staf fungsional. Pada sumber daya manusia yang digunakan 

dalam penataan organisasi peragkat daerah terdapat implikasi bahwa 

adanya kekurang pahaman dari sumberdaya-sumberdaya pemerintahan 

provinsi yang ada dalam pengumpulan data berdasarkan petikan 

wawancara berikut ini. 

"terkait hambatan dalam pelaksanaan kebijakan penataan organisasi 

perangkat daerah yang pernah kita lakukan berdasarkan PP 18 I 2016 

kemaren, ada beberapa ha! yang harus menjadi yang kita pikirkan 

sekarang. Karena pemahaman dari stake holder yang mengisi 

pemetaan itu berbeda-beda persepsi sehingga data dukung yang 
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diminta data dukung lain yang diberikan ke biro organisasi. Jadi 

jangan heran disaat pola pemetaan itu yang harusnya data itu ada 

dibilang ngga ada ternyata akhir-akhirnya juga ada sebenamya 

mungkin kalau dari segi organisasi mungkin kami kurang sosialisasi 

kemaren kami akui itu terjadi. Tetapi kembali lagi ke SOPD yang 

bersangkutan sehani.;;nya mereka juga lebih mengetahui apa yang 

menjadi tupoksinya, apa yang menjadi beban kerja unitnya. Nah jadi 

mungkin ke depan terkait hambatan-hambatan ini mungkin akan ada 

beberapa perlakuan yang akan kami lakukan dari Biro Organisasi, 

berkaca dan mengevaluasi dari kejadian tahun kemaren kami sejauh

jauh hari sudah mempersiapkan mungkin menginformasikan tehnik 

penyusunannya, tehnik dokumen pendukung yang perlu dipersiapkan, 

mungkin yang lain-lainnya kalau terkait aplikasi Otda yang kita isi 

ngga ada masalah sih cuman masalah prakteknya dilapangan dalam 

pengumpulan data pendukung aja kemaren yang mungkin kurang 

siapnya, kurang ada kesiapannya dari SOPD .... sebenamya data itu 

ada cuma mungkin yang memegang data itu mungkin sudah dimutasi 

atau mungkin juga karena kurang tertibnya administrasi sehingga 

tidak terdata dengan baik. karena kita akui bahwa kadang-kadang data 

pendukung ini karena kan kurang tertibnya di dalam orang 

mengadministrasikan dokumen-dokumen yang terkait kerjaannya di 

kantor. mungkin itu aja hambatannya"(Wawancara Tanggal 6 April 

2017). 

Namun dalam penjelasan Kepala Biro Organisasi dalam pengumpulan 

dokumen-dokumen pendukung dari Sekretariat Daerah t!dak terdapat 

kendala. 

"kalau untuk setda saya rasa kemaren tidak ada hambatan-hambatan 

yang berarti justru yang banyak itu untuk kelompok teman-teman di 

SOPD kalau di Setda sepe11inya sudah siap begitu karena dari data 

yang kami minta hampir semua me1eka sudah bisa memberikan 
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dokumen pendukung kan kalo untuk Setda kebetulan tidak banyak 

yang diminta, mungkin jumlah OPD terus jumlah produk hukum yang 

dikeluarkan. kalau yang dari lainnya ngga masalah kalau di setda kira

kira." (Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Denr~~n demikian sumberdaya manusia pendukung pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan 

dukungan yang memenuhi kebutuhan dalam implementasi kebijakan 

penataan perangkat daerah. 

Sedangkan sumber daya dari s1s1 anggaran cukup 

mempengarnhi pelaksanaan disebabkan dalam pelaksanaan pemetaan 

orga111sas1 cukup banyak tahapan-tahapan mekanisme yang 

mengakibatkan lalu lintas koordinasi dan konsultasi dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah Pusat se11a diperlukannya rapat koordinasi 

dan sosialisasi serta asistensi SOPD yang dapat mempengaruhi 

pelaksanaan kebijakan pemetaan urusan pemerintahan disebabkan 

semua mekanisme pelaksanaan kegiatan dan program pemetaan 

tersebut tidak terlepas dari ketersecliaan anggaran yang ada oleh karena 

itu penelitimenanyakan infonnasi tentangnya dukungan terkait 

anggaran dalam penataan organisasi perangkat daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah.Berikut ini merupakan hasil petikan wawancara 

dengan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah. 

"Kalau duhmgan mungkin terkait penganggaran pasti.Kita butuh 

anggaran harusnya dari segi anggaran kita di budgetkan cuh1p besar 

karena did a lam pembentukan karena da lam proses peiaksanaan 

khususnya penataan organisasi provinsi karena sesuai amanat PP 18 

hams mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri akan ada 

banyak budget untuk melaksanakan konsultasi koordinasi ke 

pemerintah pusat sehingga mungkin hanya untuk proses koordinasi 
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konsultasi kita memerlukan budget cukup banyak tetapi walaupun 

demikian a11inya kita tetap berjalan semampu dan menyesuaikan tetap 

didukung oleh pemda, pertama dukungan itu terlihat dari ketika kita 

melaksanakan penataan kita dalam persiapan walaupun serba dadakan 

kemaren menghadapi kunjungan evaluasi dan klarifikasi dari 

pemerintah pusat artinya pemerintah memberi keleluasaan kita untuk 

mengatur jadwal schedule maupun tempat dan posisi terkait pelayanan 

evaluasi-evaluasi pemetaan yang kita lakukan terhadap Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah. "(Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 

adanya keterbatasan anggaran mempengaruhi proses pelaksanaan dan 

mekanisme pemetaan organisasi perangkat daerah, karena kurangnya 

anggaran yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi peneliti proses 

koordinasi dan rapat-rapat terkadang tidak dapat dilaksanakan karena 

ketiadaan anggaran. 

2. Konteks (lingkungan) kebijakan 

a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi-strategi dari beberapa aktor yang 

terlibat (power, interest, and stategy o.lactor involved). 

Pelaksanaan dari suatu kebijakan tidak terlepas dari pengaruh 

kekuasaan dan kepentingan juga strategi yang dilakukan oleh para 

aktor baik oleh pembuat kebijakan, pelaksana dan juga aktor lain di 

luar itu baik sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak 

langsung. Didalam implementasi kehijakan pemetaan urusan dan 

penataan perangkat daerah terdapat penyalahgunaan kewenangan 

terhadap pengisian jabatan yang berdasarkan asumsi peneliti tidak 
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mempertimbangkan kompetensi pemangku jabatan.Seusai penjelasan 

dari petikan wawancara dengan Kepala Biro Organisasi berikut. 

" .... sisi penempatan pegawai justrn orang yang memangku jabatan 

yang kadang-kadang tidak tepat malah mungkin tidak memberi 

kontribusi apapun karena kesannya dipaksa duduk dalam jabatan itu 

padahal secara skil!-nya orang itu ngga mampu. Justrn akan mal<"lh 

menambah beban pemerintah hamsnya di dalam pola penempatan pun 

harus diperhatikan berbagai kriteria orang yang duduk disitu paling 

tidak dia mampu menguasai apa yang menjadi tupoksi dalam 

jabatannya. Kenyataan yang terjadi kan untuk sementara mudah

mudahan ada peningkatan melalui mungkin ada agenda diktat atau 

melakukan bimtek. Harapan kita ke depan kompetensi orang yang 

duduk dalam pemangku jabatan itu akan semakin meningkat otomatis 

apa yang menjadi output kine1ja dari jabatan ini bisa tercapai baik." 

(Wawancara Tanggal 6 April 2017) 

Berdasarkan petikan wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat diwamai 

oleh hal-hal sebagai berikut: 

1) Pemetaan selanjutnya tidak disertai dengan pengisian jabatan bagi 

orang yang memiliki kompetensi yang tepat. 

2) Orang yang memangku jabatan tidak tepat I tidak memiliki skill 

dalam jabatan yang dipangku bahkan tidak memiliki kontribusi 

terhadap keberhasilan jabatan tersebut. 

3) Dalam pola penempatan harus memperhatikan kriteria orang yang 

duduk dnlam jabatan minimal menguasai tugas pokok dan fungsi 

dalam jabatannya. 

b. Karakteristik lembaga dan rez1m (institlllion and rezime 

characteristic) 
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Berdasarkan dokumen administatif yang diperoleh peneliti 

bahwa dalam kategori karakteristik lembaga dan rezim yaitu Sekretaris 

Daerah sebagaimana dideskripsikan bahwaSekretaris Daerah sebagai 

pimpinan Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu kepala 

daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 

terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah se11a pelayanan 

administratif.Sehingga pada implementasi kebijakan pemetaan urusan 

pemerintahan dan penataan perangkat daerah pada organisasi 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terlepas dari 

hasil kebijakan Kepala Daerah dalam menetapkan perangkat daerah 

yang ada sesua1 kebutuhan daerah dan kebijakan Kepala 

Daerah.Sehingga lembaga dan rezim yang ada telah menjalankan 

peran yang asesuai dalam Implementasi kebijakan pemetaan urusan 

pemerintahan dan penataan perangkat daerah. 

c. Konsistensi dan daya tanggap/respon dari pelaksana (compliance and 

responsiveness). 

Dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya didapatkan fakta 

adanya ketidak konsistenan terhadap peraturan yang berlaku hal ini 

dapat dilihat bahwa hasil perubahan tipologi baik pada Sekretariat 

Daerah serta juga indikator perangkat daerah merupakan hasil 

negosiasi dengan pemerintah pusat seperti dijelaskan oleh Kepala 

Bagian Peraturan Perundang-undangan. 

"ternyata di PP pun memberikan time limit kepada Kementerian 

Dalam Negeri itupun sampai sekarang kan sudah dilaksanakan dengan 

alternatif kebijakan melalui edaran ini dan ini tapi disitu sebenamya 

menimbulkan ketidak pastian untuk daerah. apa yang te1jadi, daerah 

masih bi sa nego kan dengan basil itu ... " 
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"Walaupun kita melihat itu ada peluang karena pusat sendiri tidak 

konsisten dengan indikatornya. Kenapa di lnspektorat dan Bappeda 

bisa dengan indikator seperti itu"(Wawancara Tanggal 6 April 2017). 

Dari hasil wawancara terhadap 4 orang infonnan yaitu Asisten 

Pemerintahan dan Kesra, Kepala Biro Organisasi, Kepala Bagian 

Kelembagaan dan Analisis Jabatan, serta Kepala Bagian Peraturan Perundang

undangan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

implementasi kebijakan pemetaan organisasi perangkat daerahadalah : 

a. Kurangnya persiapan Pemerintah Pusat dalam menyiapkan substansi

substansi yang dituangkan melalui kebijakan pemetaan organisasi 

perangkat daerah pada PP 18 Tahun 2016 sehingga terdapat 

permasalahan-pennasalahan dalam penerapan I implementasi kebijakan 

tersebut. 

b. Kurangnya sosialisasi /penyebarluasan informasi baik dari Pemerintah 

Pusat maupun Pemerintah Provinsi dalam persiapan pelaksanaan 

pemetaan urusan pemerintahan. 

c. Kurangnya pengetahuan SOPD dalam menyusun dan memenuhi data 

indikator pemetaan urusan pemerintahan. 

d. Adanya sifat-sifat keterpaksaan dalam pelaksanaan pemetaan urusan 

pemerintahan yang mengakibatkan adanya upaya negosiasi dari 

pemerintah daerah dalam penataan organisasi perangkat daerah untuk 

dapat meningkatkan jumlah kuantitas substansi organisasi perangkat 

daerah agar tetap dengan komposisi yang sesuai dengan kemauan daerah. 

e. Kurangnya data-data pendukung dari pemerintah daerah melalui SOPD 

yang melaksanakan pengumpulan indikator-indikator kinei:ia sehingga 

kurang tercukupinya kebutuhan kuantitas penetapan typologi dalam 

penataan organisasi perangkat daerah. 
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f. Adanya pet1imbangan beban ke1~ja yang mempengaruhi pemetaan urusan 

pemerintahan yang belum berimbang dengan data dukung yang harus 

disiapkan. 

g. Adanya keterbatasan waktu yang sangat sempit dalam melaksanakan 

pemetaan urusan pemerintahan. 

h. Kurangnya konsistensi pemerintah pusat terhadap aturan yang dibuatnya 

serta implementasinya terhadap pemerintah daerah sehingga masih bisa 

dilakukan negosiasi terhadap kebijakan tersebut. 

Hasil temuan yangberhasil peneliti identifikasi dari para informan 

yang memahami permasalahan maka diperoleh point-point penting yang 

menjadi permasalahan sebagai pengaruh dari pelaksanaan Implementasi 

kebijakan pemetaan urusan pemerintahan. Dampak permasalahan yang 

didapatkan berdasarkan hasil temuan yaitu : 

a. Dalam pemetaan urusan pemerintahan ternyata akhirnya ada dilakukan 

negosiasi kepada pemerintah pusat dan terdapat inkonsistensi pemerintah 

pusat terhadap penerapannya sehingga menyetujui usulan daerah dalam 

melakukan peningkatan typology perangkat daerah pada Sekretariat 

Daerah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut 

informanKepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatanbahwa : 

1) Pemerintah Daerah di anggap mengkhawatirkan banyaknya jabatan 

yang hilang padahal Setda cukup ideal dan telah memenuhi pola 

maksimal apabila menerapkan 6 Biro (type B). 

2) Kekhawatiran terhadap peningkatan beban kerja seandainya jumlah 

biro hanya 6 adalah kekhawatiran yang mengada-ada sebab dalam 

penataan cukup banyak urusan yang telah berpindah ke SOPD teknis 

lainnya. 

3) Berkurangnya jumlah jabatan dikhawatirkan secara langsung 

berdampak menghancurkan karir ASN. 
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4) Terdapat adanya pertimbangan kemanusiaan mengena1 karir ASN 

yang mempengamhi upaya-upaya Pemerintah dalarn mernetakan 

urusan pemerintahan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

b. Peneliti mengindikasikan bahwa kekhawatiran jumlah jabatan yang hilang 

tersebut terkait karir ASN bukan me1~~ni pertimbangan utama pada saat 

Pemerintah Provinsi Kalteng melakukan pengisian jabatan pasca pemetaan 

dilaksanakan disebabkan dalam kenyataannya menurut Kepala Bagian 

Peraturan Penmdang-undangan: 

1) Jumlah Aparatur yang kehilangan jabatan (nonjob) seharnsnya hanya 

63 orang menjadi 135. 

2) Adanya kekacauan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) pasca pengisian 

jabatan. 

3) Adanya kebingungan pegawai yang non job dalam melakukan 

pengisian SKP, Analisis Beban Ke1ja dan Analisis Jabatan disebabkan 

ketidakjelasan posisi mereka. 

4) Tidak adanya disiapkan solusi terhadap posisi ASN yang mengalami 

nonjob baik dari segi inpassing, uji kompetensi maupun penempatan 

sesuai DUK. 

Dari uraian-uraian hasil temuan tersebut diatas, peneliti 

mengindikasikan bahwa terdapat permasalahan dalam penempatan yang 

mempengaruhi keberhasilan kine1ja Pemerintahan, disebabkan faktor 

manusianya, bukan sistemnya.Sehingga pola implementasi kebijakan 

harusnya dise11ai dengan persiapan manajemen sumber daya aparatumya 

serta penganggarannya. 

3. Pembahasan Basil Penelitian 

Dalam penelitian ini bahwa ukuran yang perlu diperhatikan dalam 

melihat keberhasilan implementasi kebijakan pemetaan organisasi perangkat 

daerah adalah bagaimana proses berjalannya kebijakan itu. Oleh karena itu 
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dalam pembahasan ini perlu dijelaskan bahwa pemerintah menyusun arah 

kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, se11a peningkatan 

daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, 

keadilan, dan kekhasan suatu daerab ctalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara 

Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan 

keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam 

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Dari hasil uraian temuan sebelumnya telah dideskripsikan tentang 

tujuan-tujuan implementasi kebijakan pemetaan urusan pemerintahan dan 

penataan peragkat daerah, serta kemudian ditemukan beberapa kondisi 

pennasalahan serta hambatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemetaan urusan pemerintahan.Pada bagian 

ini akan diuraikan pembahasan tentang faktor-faktor pendorong dan 

penghambat implementasi kebijakan pemetaan organisasi perangkat daerah. 

a. Implementasi Kebijakan Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam 

proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program hams 

diimplementasikan agar mempunya1 dampak atau tujuan yang 

diinginkan.Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas 

merupakan alat aJministrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, 

teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersaama-sama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005:102) 

mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: "Tindakan

t111dakan yang dilakukan oleh orgamsas1 publik yang diarahkan untuk 
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mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan 

sebelumnya. Tindakan-tindakan 1111 mencakup usaha-usaha untuk 

mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional 

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah

usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang 

ditetapkan oleh keputus~n-keputusan kebijakan". 

Menurut Anderson dan Edward III Implementasi kebijakan 

merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan fonnulasi 

kebijakan sebagai tahap yang bersifat teoritis. Anderson ( 1978:25) 

mengemukakan bahwa: "Polily i111ple111entation is the application by 

government's administrative machinety to the problems. Kemudian 

Edward III ( 1980: 1) me1~jelaskan hahwa: "policy implementation, ... is the 

stage l?( polil:v making between establishment <~/' a poli(v ... And the 

consequences c?f'the policyj(>r the people whom it a.ffects ". 

Menurut Tachjan (2006i:25) menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan publik merupakan proses kegiatan adminsitratif yang dilakukan 

setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara 

perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan.Implementasi kebijakan 

mengandung logika top-down, maksudnya menurunkan atau menafsirkan 

altematif-altematif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang 

bersifat konkrit atau mikro. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian implementasi 

kebijakan tersebut maka hal yang sejalan dengan adanya implementasi 

kebijakan pemetaan urusan pemerintahan yaitu dimana dalam kebijakan 

pemetaan urusan pemerintahan ini mengandung berbagai h1juan dan 

sasaran serta diliputi berbagai kebutuhan lldministrative organisasi. 

Dinamisasi perubahan lingkungan, baik pada skala makro maupun 

mikro, menuntutperubahan apabila orgamsas1 terse but 

inginmempertahankan eksistensinya. Di sini, organisasi harus mampu 

menguasai cara-carabaru yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi 
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yang sedang terjadi, yaitu melakukanpenyesuaian pola organisasi yang 

cenderung kaku menjadi lebih fleksibel. Dalam lingkuporganisasi 

Pemerintahan Daerah, keluarnya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah menuntut penyesuaianatau perubahan pada pola 

penataan keleIT"b~~J.rlannya. 

Pada dasamya, penataan kelembagaan merupakan suatu proses 

yang tidakberkesudahanan, dalam artian bahwa penataan kelembagaan 

dilakukan seiring denganperubahan yang terjadi, baik di lingkungan 

makro maupun mikro. Penataan Kelembagaansendiri merupakan salah 

satu langkah untuk menata suatu sistem yaitu sistemPemerintahan Daerah. 

Oleh karenanya, agar sistem tersebut berjalan dengan harmonisdalam 

mencapai visi dan misi yang diembannya, penataan kelembagaan harus 

diimbangidengan penataan pada elemen-elemen lain dari sistem tersebut, 

seperti penataan SDM,Penataan Keuangan, Penataan Kebutuhan Sarana 

dan Prasarana serta Penataan mekanismehubungan kerja antara unit-unit 

organ1sas1. 

Selanjutnya terkait dengan penataan kelembagaan, terdapat 

beberapa hal yangmenjadi dasar pertimbangan untuk melakukan penataan 

kelembagaan Pemerintah Daerah,yang meliputi 3 aspek yaitu : aspek 

yuridis, aspek kebutuhan empiris dan aspek akadernis. 

1) Aspek Yuri dis 

Secara yuridis, penataan dan evaluasi kelembagaan Pemda 

didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 l 6tentang 

Perangkat Daerah.Adapun Pembagian Urusan Pemerintahan 

antaraPemerintah, Pc:merintahan Daerah Propinsi dan Pernerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota, yang mempengaruhi perubahan pada 

kelembagaan di Daerah diatur di dalam Lampiran Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. Hal inikarena dalam hal penataan kelembagaan 

daerah, besamya kelembagaan salah satunyaditentukan oleh beban 
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kerja yang mana hal ini didasarkan atas besar kecilnya 

kewenanganyang dimiliki oleh suatu daerah.Namun demikian, di atas 

semuanya, keluamya Undang-Undang danPeraturan Pemerintahini 

dimaksudkan untuk mendorong daerah membuat organisasi perangkat 

daerah yangrasional dan objektif disesuaikan dengan dinamika dan 

potensi yang dimiliki oleh masing-masingdaerah. 

2) Aspek Kebutuhan Empiris 

Selain didasarkan atas aspek yuridis, penataan kelembagaan 

suatu daerah juga hams didasarkan pada kebutuhan empiris.Kebutuhan 

empiris ini mernpakan suatu konsekuensi dari dinamisasi 

perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring denganberbagai 

tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dewasa 

ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain 

kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik 

dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan 

komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakinberkembang 

dari hari ke hari. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan 

berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu 

memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut yang mana 

untuk menanganinya dibutuhkan suatukelembagaan pemerintah. 

Di samping berkembangnya berbagai kebutuhan tersebut yang 

selanjutnyaberimplikasi terhadap kebutuhan kelembagaan perangkat 

daerah, dalam kenyataan empmsJuga muncul permasalahan

permasalahan yang membutuhkan penanganan segera.Oleh karenanya, 

perlu adanya pola organis<lsi yang memberikan kemungkinan untuk 

melakukanpenanganan secara cepat dan tepat. 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 l 6mendorong bagi 

Daerah untukmenciptakan kelembagaan yang tepat ukuran dan tepat 

fungsi (rightsizing), sehingga dinamisasi perubahankebutuhan 
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sebagaimana dijelaskan di atas lebih dapat ditangani dan dipecahkan 

olehkelembagaan yang ada. Hal ini sejalan dengan karakteristik 

kelembagaan modern yangdijelaskan oleh Ron Ashkenas dkk yang 

menyebutkan bahwa kelembagaan modemmemiliki karakteristik: 

Speed, Flexibility, Integration, dan Innovation (Ron Ashkenas 

dkk,2002 ; 5 - 7). 

3) Aspek Akademis 

Semakin maraknya tuntutan berbagai pihak untuk melakukan 

reformasi birokrasijuga berdampak pada penataan kelembagaan yang 

cenderung efektif dan efisien. Hal inisejalan dengan perkembangan 

paradigma pemerintahan di negara - negara maju yangdewasa ini telah 

meninggalkan konsep pemerintahan/birokrasi yang dikembangkan 

MaxWeber, yang menekankan pada konsep administrasi pemerintahan 

yang mekanistis dankaku yang dikenal dengan tipe ideal (Blau & 

Meyer, 2000 ; 23).Konsep tersebut kemudian dikenal pula dengan 

sebutan birokrasi feodal atau tradisionalyaitu birokrasi yang lebih 

cenderung menerapkan sentralisasi dalam 

penyelenggaraanpemerintahan.Dalam bentuk birokrasi semacam m1 

perkembangan kebutuhan masyarakatcenderung kurang dapat 

terlayani.Hal ini karena penerapan sentralisasi pemerintahandapat 

menimbulkan "public sector as too big, overstaffed and too 

expensive "(The BritishCouncil, 2002; l ).Disamping itu, birokrasi 

feodal juga menimbulkan inefisiensi danproduktivitas yang rendah, 

sementara yang menonjol justru formalisme dan rigiditassehingga 

efektivitas dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan tidak 

bisa berjalansesuai dengan yang diharapkan. 

Dengan adanya kekecewaan terhadap basil yang didapatkan 

dari Birokrasi feudal tersebut, timbul dorongan untuk menciptakan 

inovasi barn dalam praktek penyelenggaraanbirokrasi.Konsep inovasi 

birokrasi antara lain dihasilkan Gabler dan Osbomyang 
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mengemukakan I 0 prinsip dalam melaksanakan perubahan-perubahan 

dalampemerintahan yang diberi istilah Reinvenring Ciovern111en1. 

Kesepuluh prinsip tersebutadalah sebagai berikut: 

a) Cata(vllic Ciovernmenr: Steering Rather Rowing; Pemerintah lebih 

mengkonsentrasikan diri pada aspek pengaturan/regulasi dengan 

membuat kebijaksanaan daripada sebagai pelaksana kebijakan atau 

pelaksana penyelenggaraan pelayanan umum bagi masyarakat; 

b) Comm1111itr-011·11eJ Ci-overnment: Empowering Rather Than 

Serving; Pemerintah lebih bertujuan kepada memberdayakan 

masyarakat (empowering citizens) tidak hanya melayani yang 

membuat masyarakat terlena dan tergantung kepada peme1intah 

tetapi pemberian layanan dan penyediaan fasilitas dilakukan dalam 

rangka pendewasaan dan pemandirian masyarakat; 

c) Competitive Government: Injecting Competition into service 

Delivery; Menciptakan kompetisi dalam pemerintahan dengan 

mendorong terjadinya kompetisi dalam pemberian layanan di 

antara penyelenggara pelayanan umum; 

d) Mission-Driven Government: Tran~(ormi11g Rule-Driven 

Organizations; Pemerintah atau birokrasi Max weber 

mengemukakan bahwa jalannya birokrnsi d1kendnlikan atau 

diarnhkan oleh aturan, konsepsi tersebut dirasakan kurnng tepat 

lagi tetapi sebaiknya Pemerintah atau birokrasi be1jalan diarahkan 
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oleh tujuan dan misi (mission) yang telah ditetapkan yakni untuk 

kepentingan masyarakat; 

e) Results-Oriented Government: Funding Outcomes, Not Input; 

Pemerintah yang berorientasi pada hasil dengan penekanan atau 

pokok perhatian bukan pada aspek "inputs", melainkan pada aspek 

hasilnya (outcomes); 

t) Customer-Driven Government: Meeting the Need'i lf the 

Customer, Not the Bureaucrcwv; Pemerintah yang diarahkan oleh 

kebutuhan dari konsumen yaitu masyarakat bukan diarahkan oleh 

kebutuhan dari pada Birokrasi; 

g) Enterprising Government: Earning Rather Than Spending; 

penanaman semangat entrepreneur dalam Pemerintah, yakni 

bersemangat untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan 

untuk penenmaan keuangan (earning money), daripada 

memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran yang dialokasikan 

(spending money); 

h) Anticipatory Government: Prevention Rather Than Cure; 

Pemerintah yang antisipatif, yakni melakukan antisipasi baik 

berupa pencegahan terjadinya sesuatu permasalahan, antisipasi 

terhadap perubahan yang 111ungkin akan te1:jadi, daripada mengatasi 

masalah setelah permasalahan tersebut muncul atau menyesuaikan 

setelah perubahan terjadi; 
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i) Decentralized Government: From Hierarchy to Participation and 

Teamwork; Pemerintah yang melaksanakan desentralisasi atau 

mendelegasikan kewenangan kepada unsur-unsur bawahannya 

antara lain dengan menerapkan pola manajemen partisipatif serta 

kerjasama kelompok (teamwork) dalam pencapaian sasaran 

orgamsast. 

j) Market-Oriented Government: Leveraging Change Through the 

Market; Pemerintah yang mendorong berlakunya "mekanisme 

pasar" secara sehat dan menyesuaikan tuntutan perubahan 

berdasarkan tuntutan dan mekanisme pasar. 

b. Implementasi Kebijakan berdasarkan variabel isi kebijakan 

Dengan memperhatikan beberapa kaitan pembahasan tersebut 

diatas maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan pemetaan 

urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan T engah 

masih mengalami berbagai permasalahan dari segi pelaksanaannya dengan 

meninjau implementasi kebijakan berdasarkan variabel isi kebijakan 

menurut Teori Grindle ( l 980)sebagai berikut: 

1) Kepentingan kelompok sasaran dalam isi kebijakan. 

Pada prakteknya,penataan orgamsas1 perangkat daerah 

seringkali direduksi maknanya sebatas rasionalisasi(doirnsi.:ing) 

struktur maupun pegav>ai.PadahaL penataan organisasitidak selalu 

hams bempa rasionalisasi (downsi::ing) karena bisa juga berupa 

p~nggabungan(merger) dari beberapa organisasi dengan fungsi 
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sejenis/serumpun, bahkan pembentukanorganisasi barn yang memang 

diperlukan untuk mendukung visi dan misi organisasi.Karena itu, 

paradigma baru yang seyogianya diterapkan dalam penataan 

organisasiperangkat daerah adalah mencari struktur dan fungsi yang 

proporsional (bukan sekedanniski--i ::truktur, kaya fungsi) se11a 

mendesain organisasi perangkat daerah secara benar(rightsizing), 

bukan sekedar downsizing. 

Pada prakteknya adanya indikasi ketergesa-gesaan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemetaan urusan pemerintahan 

mengakibatkan adanya kebijakan-kebijakan yang muatannya belum 

memenuhi kriteria kebutuhan substansi yaitu pada sisi dimana 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan memunculkan permasalahan 

barn yang berdampak negatif bagi aparatur pemerintahan dari segi 

kepegawaian namun hal ini sampai saat ini belum segera mendapatkan 

solusi dari pemerintahan daerah. 

2) Jenis manfaat yang diterima. 

Berdasarkan basil temuan babwa 

Untuk memperoleh basil manfaat yang akan diterima dalam 

penerapan kebijakan pada Sekretariat Daerah saat dimrnuskan yang 

perlu diperhatikan dalam penyusunandesain organisasi perangkat 

daerab, antara lain: 

a) Pertimbangan proporsionalitas beban kerja antar orga111sas1 

perangkat daerab. 
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b) Pertimbangan penataan kepegawaian 

c) Rasionalisasi dan restrukturisasi di sekretariat daerah. 

d) Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Namun sejauh ini dari basil pantauan penelitian manfaat yang 

diperoleh belum mencapai yang diharapkan dari wacana disebabkan 

belum adanya evaluasi serta pengukuran pada saat ini baik dari 

peme1intah daerah maupun pemerintah pusat terhadap implementasi 

kebijakan yang baru saja diterapkan tersebut.Namun sejauh ini 

implementasi kebijakan tersebut dapat dikatakan telah berhasil 

diterapkan dengan baik dalam waktu yang singkat meskipun terdapat 

banyak permasalahan sebagaimana tel ah diuraikan 

sebelumnya.Adapun dari beberapa hasil nyata yang telah didapat 

dalam penataan organisasi perangkat daerah ini antara lain: 

a) Adanya pengisian jabatan baru sesuai amanat dari kebijakan 

pemerintah pusat namun dalam hal pelaksanaannya masih terdapat 

inkonsistensi serta ketidaksesuaian penempatan/pengisian jabatan 

dari pemerintah daerah terhadap kepatuhan kebijakan yang 

diberikan pemerintah pusat. 

b) Adanya rasionalisasi (downsizing) struktur maupun pegawa1 

namun memunculkan pennasalahan barn dari sisi kepegawaian. 

3) Perubahan yang dicapai dalam implementasi kebijakan. 

Kebijakan telah berhasil diimplementasikan melalui penetapan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan 
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Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan 

memetakan struktur organisasi pada Sekretariat Daerah Provinsi 

Kalimantan Tengah melalui Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan 

Tata Ke1ja Sekretari<.ii :·aerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Melalui peraturan yang telah ditetapkan m1 telah 

terimplementasikannya dan terdapat pernbahan stmktur dan fungsi 

yang proporsional sesuai harapan pemerintah meskipun dalam 

prosesnya masih terdapat beberapa hambatan dan pennasalahan, 

sehingga penerapan stmktur ini masih harus memerlukan pengukuran 

kembali dari segi efektivitas dan efisiensinya. 

4) Implementasi kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sudah 

tepat 

Penataan organisasi perangkatdaerah merupakan bagian dari 

proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasiberbagai 

kecendenmgan yang berkembang. 

5) Kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci. Dalam 

kebijakan ini target kebijakan telah disebutkan dalam regulasi ke 

dalam pengelompokan perangkat daerah terdiri atas 5 (lima) 

komponen, yaitu: 

a) Kepala Daerah (strategic apex) 

b) SekretarisDaerah(midd/e line) 

c) DinasDaerah( operating core) 
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d) Badansebagaifungsi penunjang( technostructure) 

e) Stafpendukung(supporting staff). 

6) Program belum didukung oleh sumberdaya yang memadai. 

a) Masih rendahnya pemahaman aparat pemerintahan terhadap 

kewenangan, kebijakan, prosedur dan adanya kecenderungan 

egosektoral. 

b) Mutasi, rotasi dan promosi pegawai yang tidak tepat dalam 

komposisi pemangku jabatan dapat menghambat implementasi 

kebijakan penataan organisasi perangkat daerah. 

c. Implementasi Kebijakan berdasarkan variable lingkungan 
implementasi kebijakan 

1) Kecenderungan sikap yang dimiliki oleh lingkungan implementasi 

kebijakan berdasarkan kekuasaan, kepentingan, dan srategi yang 

dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan 

antara lain sebagai berikut: 

a) Adanya indikasi ketidakpedulian terhadap dampak dari pengisian 

jabatan yang dilaksanakan, terlihat dari hasil pengisian jabatan 

yang dilakukantidak berdasarkan kompetensi, dimana terjadi 

promos1 dan mutasi besar-besaran yang berdampak banyaknya 

aparatur yang kehilangan jabatan namun kenyataannya tidak 

berdasarkan kompetensi, pengalaman dan keberhasilan ke1:ia. 

b) Adanya indikasi kekhawatiran berkurangnya jumlah jabatan yang 

diisi. 
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c) Adanya negosiasi terhadap penataan struktur organisasi Sekretariat 

Daerah yaitu berupa jumlah perangkat daerah se11a typologi 

2) Kecendenmgan pelaksana kebijakan berdasarkan karakteristik institusi 

serta rezim yang sedang berkuasa, antara lain sebagai berikut : 

a) ·.::.:ap yang cenderung menolak memahami kewajiban dalam 

peraturan yang berlaku serta tidak ada kemauan untuk mengkaji 

berbagai pelaksanaan pemerintahan serta penerapannya melalui 

kepatuhan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat. 

b) Adanya kecenderungan ketidakpedulian terhadap prestasi kinerja 

organisasi yang dipimpin, keberhasilan pelaksanaan pemerintahan 

se11a kemampuan dan kompetensi pejabat yang memangku 

jabatan. 

3) Adanya kecenderungan kurangnya tingkat kepatuhan dan responsivitas 

pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan 

kebijakan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang 23 tahun 

2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 maupun 

berbagai instruksi dan edaran yang disebarluaskan pemerintah pusat. 

Sikap tersebut tidak mendukung keberhasilan implementasi kebijakan 

dapat dilihat dari sisi sebagai berikut : 

a) Komposisi jabatan yang diisi ticlak memenuhi prasyarat 

kompetensi, se11a pengalaman ke1ja pemangku jabatan yang tidak 

terukur. 

123 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



b) Adanya pembiaran (tidak adanya solusi) terhadap aparatur yang 

mengalami kehilangan jabatan/nonjobsehingga terjadi kebingungan 

dalam tugasnya serta dalam pengisian SKP, ABK dan Anjab. 
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C. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan basil penelitian mengenai implementasi kebijakan ~~ ·m~taan 

urusan pemerintahan terhadap penataan organisasi perangkat daerah pada 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, maka kesimpulan yang dapat 

diambil antara lain yaitu : 

1. Adan ya pembentukan U ndang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemerintahan Daerah yang telah memuat konsep perubahan kewenangan dan 

pembagian urusan pemerintahan maka seluruh Pemerintahan Daerah baik 

Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang berada di seluruh pelosok Negara 

Indonesia wajib menyesuaikan kembali dan melaksanakan penerapan 

pemetaan urusan pemerintahan tersebut, yaitu melalui proses penataan 

kelembagaan organisasi perangkat daerah yang pelaksanaannya diatur melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Dae rah. 

2. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka 

pemerintah mewajibkan seluruh Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan 

percepatan penataan perangkat daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah 

Organisasi Perangkat Daerllh di masing-masing pemerintahan daerah. Proses 

pemetaan urusan pemerintahan ini diwajibkan selesai dilaksanakan sampai 

dengan bulan Desember Talrnn 2016 dimana seluruh Pemerintahan Daerah 

125 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



(Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia secara serentak 

melaksanakan pemetaan urusan pemerintahan. 

3. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 

kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 

mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.Implementasi kebijakan 

dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana 

aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara 

bersaama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau 

tujuan yang diinginkan. 

4. Kebijakan telah berhasil diimplementasikan melalui penetapan Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Kalirnantan Tengah clan memetakan struktur organisasi pacla 

Sekretariat Daerah Provinsi K.alimantan Tengah melalui Peraturan Gubemur 

Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi clan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi K.alimantan Tengah. 

5. Pada prakteknya adanya indikasi ketergesa-gesaan dalam 

mengimplementasikan kebijakan pemetaan urusan pemerintahan 

mengakibatkan adanya kebijakan-kebijakan yang muatannya belum 

memenuhi kriteria kebutuhan substansi yaitu pada sisi dimana kebijakan

kebijakan yang dikeluarkan memunculkan permasalahan barn yang 

berdampak negatif bagi aparatur pemerintahan dari segi kepegawaian namun 

ha! ini sampai saat ini belum segera mendapatkan solusi dari pemerintahan 

daerah. 
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6. Masih belum optimalnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap kebijakan 

penataan kepegawaian sebagai bagian dari sinkronisasi antara penataan 

perangkat daerah dengan kebijakan UU ASN sehingga keberhasilan 

lmplementasi Kebijakan Pemetaan Umsan Pemerintahan dan Penataan 

Organisasi Perangkat Daerah terkendala dari sisi pci.1yanan dan beban kerja 

yang semakin padat karena adanyapermasalahan kompetensi pegawai. 

D. SARAN 

Saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan basil penelitian adalah 

sebagai berikut : 

l. Perlu dilakukan upaya peningkatan efektivitas clan efisiensi implementasi 

kebijakan penataan perangkat daerah yang sebaiknya diiringi dengan 

keterlibatan penataan kepegawaian serta pengisian jabatan yang telah diatur 

Undang-undang ASN berupa penerapan sistem merit, hal ini sebagaimana 

dalam ketentuan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

yang di dalamnya mengatur keterkaitan erat antara Pemetaan Urusan 

Pemerintahan dengan Penataan Perangkat Organisasi Daerah dan penerapan 

sistem merit. 

2. Bahwa implementasi kebijakan penataan perangkat daerah telah dilaksanakan 

namun terdapat kendala dari segi surnber daya manusia yang mengisi jabatan. 

penyediaan anggaran yang tcrbatas. se11a adanya indikasi kepentingan 

pengisian jabatan. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya peningkatan sumber 

daya penunjang baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya 
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pendukung berupa Anggaran yang dapat menunJang keberlangsungan dan 

keberhasilan implementasi kebijakan. 

3. Dukungan para pemangku kepentingan yang terlibat perlu ditingkatkan 

terutama dalam mengoptimalkan pendekatan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dalam r2r gka meningkatkan keberhasilan 

implementasi kebijakan dan kesesuaian peraturan dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 
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S : Buat penelitian saya ini bu terkait pemetaan yang kemaren buat penataan OPD terakhir 

kemarin kan ibu waktu sempat mengganti pak mugeni ya bu sempat sebentar mengganti Pak 
Mugeni 

I: mengganti pak nurul 

S: oh iya pak Nurul Edi ya bu maaf, makanya terakhir-terakhir sempat ibu ya yang ikut 
terlibat rapat-rapat penyusunan OPD 

jadi penelitian ini saya mau tau aja bu, mengenai pemetaan kemaren itu dari sudut pandang 

ibu itu pada saat pelaksanaan kita terutama untuk lingkup setda ada kesulitan-kesulitan ngga 
ibu liat terutama kan awalnya yang kita tau awalnya setda ini kan cuma dapat ini (type) B 

kemudian dinaikan menjadi A. 

I: Sekarangjadi A? 

S : Awalnya kalau B jadi 6 biro bu 

I : KaJau A jadi 9 biro 

s: kira-kira yang ibu liat kesulitan ada dimana ya bu 

I:sebetulnya Ibu ini kurang memahami jujur aja kalau masalah organisasi ini kan mungkin 

pertimbangannya waktu itu kan gini karena kalau dipersempit hanya 6 biro untuk urusan di 
Kantor Gubemur ini kan karena sibuk, karena banyak pelayanan pada masyarakat itu kan 

tidak memungkinkan, artinya pasti sangat banyak kesulitan. karena kan berarti ada pekerjaan 
biro-biro lain yang harus digabung karena kan kalau 6 biro nah dengan dipecah menjadi 9 ini 
kan artinya pekerjaan itu terbagi, kalau setahu ibu, inipun dari yang dulu asalnya kan 12 biro 

dipersempit itu bebannya juga sudah cukup berat 

S : pertimbangannya hanya itu aja ya bu berarti melihatnya dari beban kerjanya ya bu 

kemudian kalau mengenai dukungan pemerintah anggaplah dukungan pemprov sendiri 
terhadap program pemetaan urusan ini bu penataan organisasi kira-kira didukung sepenuhnya 

atau bagaimana bu? 

I: ya sebetulnya ini kan pemetaan-pemetaan ini kan dalam rangka penjabaran dari 
pelaksanaan PP 18 Tahun 2016 jadi sebenarnya ya kita pasti mendukung karena suka tidak 

suka memang aturan kan harus dilaksanakan, prinsipnya begitu 

S: berarti kalau menurut ibu dari kemaren itu dari 12 biro gitu bu ya akhirnya walaupun 
dengan nilai (type) Akita berkurang menjadi 9 biro itu ibu melihatnya sudah sesuai belum bu 

dengan beban kerja kita untuk lingkup setda ini bu 

I : sebctulnya kalau mau jujur kita itu kalau istilah scsuai tidak scsuai itu kan relative 
sebenamya kalau kita melihat beban kerja banyak sepertinya apalagi kalau kaya ibu ni kan 
hanya membawahi 3 biro juga sama dengan asisten lain kan sedangkan beban kerjanya cukup 
banyak cukup padat sebetulnya ya memang kalau bisa itu sebenamya kan ada penambahan-
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penambahan biro, mungkin asistennya juga dibagi kaya dulu lagi menjadi 4 itu akan lebih 

ideal karena pekerjaan ini kan dengan menciutnya biro menciutnya asisten otomatis 

pekerjaan itu bertambah kaya dulu pemerintahan kan hanya pemerintahan asisten sekarang 
tambah kesra jadi yang pemerintahan saja sudah padat ditambah kesra lebih padat lagi 
padahal biro yang membantu kan tetap 3 dan itu juga mempengaruhi 

S: berarti ibu melihatnya disini tupoksinya bertambah begitu bu ya, tupoksi biro-bironya apa 
tupoksi dari asistennya sendiri bu 

I : tupoksi asistennya, otomatis dan mungkin biro juga otomatis pasti ada yang bertambah kan 

karena dengan <lulu 12 sekarang menjadi 9 kan otomatis ada penambahan pasti 

S: berarti menurut ibu tidak efektif ya 

I : Oh ngga kalo dikatakan efekif ngga efektif itu kan sebetulnya penilaian-penilaian orang. 
orang yang orang pusat menilai bahwa dengan dilaksanakan PP 18/2016 itu kan efektif 

karena orang berharap bahwa dengan sedikitnya peran dan fungsi beban tugas banyak itu kan 
lebih efektif kan harapan orang seperti itu. cuman bagi kita yang melaksanakan pastilah ada 

penambahan beban kerja 

S : Ada dampaknya begitu bu ya 

I : iya ada dampaknya, sibuk dan lain-lain karena bertambah beban kerja kan 

S : kira-kira menuru ibu mempengaruhi kinerja ngga ini bu terutama untuk pejabat
pejabatnya? anggaplah dengan bergabung-bergabungnya yang dari 12 menjadi 9 (biro) 

tentunya kan bertambah tupoksinya, kira-kira mempengaruhi kinerja aparaturnya ngga 

menurut ibu 

I : kalau berpengaruh dalam artian bertambah sibuk sih iya pasti itu, kalau berpengaruh dalam 

artian lain mungkin ngga, yang pasti tambah sibuk aja. 

s : kemudian saya juga mau ini bu sedikit mungkin memasukan tapi kira-kira ini jadikan dari 

basil pemetaan ini turunnya perda kemudian dengan adanya pelantikan pejabat-pejabat yang 

baru kemudian pejabat-pejabat baru itu kan mengisi posisi-posisi dengan struktur yang baru 
ini bu berdasarkan perda, nah menurut ibu kira-kira sudah kelihatan apa tidak aparatur yang 

duduk di tempat-tempat baru itu kan apakah bisa menguasai atau tidak atau kira

kirabagaimana bu 

I : Iya sebetulnya untuk menduduki jabatan ketentuan baru sekarang kan harus melewati job 
fit ada pansel, tentulah orang yang menduduki jabatan itu pastilah yang dinilai mampu, 
harapan mampu dan sesuai pasti karena melewati beberapa tahapan kaya kemaren kan ada 
job fit ada pansel juga, ini kan akan dibuka lagi pansel. jadi dengan begitu otomatis orang kan 
melihat yang akan duduk ini sesuai ngga, tapi kalau kesulitan pastilah ada karena kita kan 
bagaimanapun juga yang namanya menjalankan roda pemerintahan ini apalagi dengan 
regulasi aturan yang suka berganti-ganti itu kan kita juga harus belajar lagi harus mengikuti 

terus. 

43159.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



BERITA ACARA HASIL VAUDASI 
PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

Pada Hari ini Kamis, Tanggal 16 Bulan Juni, Tahun Dua Ribu Enam Belas, telah dilaksanakan finalisasi validasi pemetaan urusan pemerintahan 

dengan hasil sebagai berikut: 

I. ldentltas Daerah dan Urusan Pemerintahan 

1. Provinsi : KALIMANTAN TENGAH 

2. Nama Urusan Pemerintahan : SETDA 

II. ldentltas Tim Pemetaan Urusan pemerintahan 

No. Nam a Jabatan lnstansi Ket 

1. DR. AMRAN, AP, MSi · Kasubdit FKDH & DPRD Wil. IV Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri 

2. ZAENAL FURQON Kasi Wilayah Ill Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri 

3. Ors. HASANUDIN Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Kalimantan Tengah 

1 
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Ill. Hasll Valldasl Pemetaan Urusan pemerlntahan 

Berdasarkan Hasil Verifikasi data yang dilakukan oleh Tim, maka skor urusan pemerintahan ini sebelum dikalikan dengan factor kesulitan 

geografis adalah sebesar Tujuh Ratus ( 700) dan skor urusan pemerintahan ini setelah dikalikan dengan factor kesulitan geografis adalah 

sebesar Tujuh Ratus Tujuh puluh ( 770 ) 

IV. Rencana Tlndak Lanjut Hasll Valldasl Pemetaan 

1. Untuk mendukung proses percepatan validasi digunakan alat bantu dalam bentuk sistem aplikasi elektronik untuk menghitung skor 

dan beban kerja sepertl terlampir; 

2. Provins! melakukan penyempurnaan pengislan data variabel umum dan teknis sesuai berita acara ini untuk dltandatangani Kepala 

SKPD masing-masing dan diverlfikasl oleh lnspektorat Provins!; 

3. Hasll valldasl berupa Berlta Acara Hasll Valldasl dari masing-masing urusan pemerintahan, selanjutnya disusun menjadi dokumen 

rangkap 5 (Lima) oleh Provins! untuk dijadlkan dasar penyusunan surat Gubemur kepada Menterl Dalam Negeri perihal data hasil 

validasi pemetaan urusan pemerlntahan Provinsi; 

4. Penyelesaian penyampalan dari Gubernur kepada Menterl Dalam Negerl c.q Dltjen Bina Bangda paling lambat 1 (satu) minggu 

setelah dllakukan validasl; 

5. Dalam hal terjadl perubahan data variabel hasll validasl maupun keterlambatan dalam penyampalan hasll valldasi pemetaan maka 

Kementerian Dalam Negerl akan menggunakan data hasil validasi sesuai Berita Acara Validasi;dan 

2 
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Demlkian Berlta Acara Hasil Valldasi Pemetaan Penentuan lntensitas Urusan Pemerintahan Dan Behan Kerja Perangkat Daerah ini 
dlbuat rangkap 5 (Uma) dan dltandatangani oleh perwakilan dari Kementerlan Dalam Negerl, Kementerlan/LPNK terkait, dan Pemerlntah 
Provins! untuk dlpergunakan sebagalmana mestlnya. 

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri 

c=::= 1.:::2 . 
( DR. AMRAN, AP, MSI ) 

Kasubdit FKDH & DPRD Wil. IV Ditjen OTDA 

Kementerian Dalam Negeri 

Perwakilan Kementerian/ 

Lembaga, 

~ 
( ZAENAL FURQON) 

Kasi Wilayah Ill Ditjen OTDA Kementerian 

Dalam Negeri 

3 

Kepala Biro Organisasi SETDA 

Provinsi Kalimantan Tengah 

~ . ( rs. HASANUDIN) 

Kepala Biro Organisasi SETDA 
Provinsi Kalimantan Tengah 
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FORMULIR VALIDASI KESESUAIAN DATA DALAM SISTEM DfFORMASI PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DEllGAN DATA DUKUNG PEMERINTAHAN DAERAH 

I. Identitas Daerah dan Urusan Pemerintahan 

1. Provinsi : KALIMANTAN TENGAH 
2. Urusan Pemerintahan : SEKRETARIAT DAERAH 

II. Formulir Validasi Pemetaan Urusan Pemerintahan 

A. Faktor Umum 
Data Per Indikator 

Data Dulmng Sumber Data clan 
No. Indikator Si.stem Tahun Data (Data Penjelasan 

(Manual) 
SKPD) 

1 2 3 4 5 6 

Jumlah Penduduk 2.495.035 2.469.077 
Biro Pemerintahan 

1. SETDA Kal-teng 2015 

2. Luas Wilayah 153.565 153.565 
Badan Pusat Statistik 
Prov. Kalimantan Tengah 

1. Perda No. 10 Th. 2015 
3. JumlahAPBD 4.224.575.251.130 4.224.575.251.130 ttg APBD Prov. Kal-Teng 

Th.2016 

2. Pergub No.69 Th.2015 
ttg Penjabaran APBD 
Prov. Kal-Teng Th. 2016 

Nilai Ket 

7 8 
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B. Faktor Telmia 
Data Per Indikator 

Data Dukung 
Sumber Data clan 

Ro. Indikator Slat em 
(Manual) 

Tahun Data (Data Penjelasan Rilai Ket 
SKPD) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Jumlah kebijakan daerah Provinsi 1672 1272 1. Katalog Peraturan 
(Peraturan daerah Provinsi, Peraturan Gubemur Provinsi Kal-

1 Gubemur dan peraturan bersama Teng Th. 2005-2014 
Gubemur) 

2. Katalog Peraturan 
Daerah Prov. Kalimantan 
Tengah Th. 1958-2014 

2 Jumlah Penduduk 2.495.035 2.469.077 
Biro Pemerintahan 
SETDA Kal-teng 2015 

3 Luas wilayah 153.565 153565 
Badan Pusat Statistik 
Prov. Kalimantan Tengah 

1. Perda No. 10 Th. 2015 
4 Jumlah APBD Provinsi 4.224.575.251.130 4.224.575.251.130 ttg APBD Prov. Kal-Teng 

Th.2016 

2. Pergub No.69 Th.2015 
ttg Penjabaran APBD 
Prov. Kal-TengTh. 2016 

5 Jumlah Perangkat Daerah Provinsi 35 35 1. Perda No.8 Th.2014 
SOTK Setda dan Setwan 

2.Perda No.9 Th.2013 
SOTK Dinas 

3. Perda No.10 Th.2013 
SOTK Inspektorat, 
Badan, dan LTD 
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4. Perda No.1 Th.2014 
sOTK RSUD Dr. Doris 
Sylvan us 

5. dan Perda No.10 Th 
2014 SOTK RSJ Kalawa 
Atei 

6. Perda No. 13 Th.2008 
SOTK KPID 

7. Perda No.1 Th.2009 
SOTK Dewan Pengurus 
Provinsi KORPRI 

8. Perda No.10 Th.2009 
SOTKBPBD 

Berdasarkan Hasil Verifikasi data yang dilakukan oleh Tim, maka skor urusan pemerintahan ini sebelum dikalikan dengan faktor kesulitan geografis adalah 
sebesar ... 700 ... (skor) dan skor urusan pemerintahan ini setelah dikalikan dengan factor kesulitan geografis adalah sebesar ... (SKOR AKHIR. ... 11° 

Perwakilan Kementerian Dalam Negeri 

~ 
( DR. AMRAN, AP, MSI ) 

Kasubdit FKOH & DPRD Wil. IV Ditjen OTDA 
Kementerian Oalam Negeri 

Perwakilan Kementerian/Lembaga, Perwakilan Pemerintah Provinsi 

(j;J 
( ZAENAL FURQON) 

Kasi Wilayah Ill Ditjen OTDA Kementerian Dalam Negeri Kepala Biro Organisasi SETDA Prov. Kalimantan Tengah 
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KORURUSAN http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id/propkabskorlihat?id=40&d=2 l &p=2 

SK 0 R LJ RLJ SAN PRQVI NSI SEKRETARIAT DAERAH - Provinsi Kaliman~n Tengah 

Proses Ulang +\ Kembali (http://fasilitasi.otda.kemendagri.go.id/propkabskor?id=21 &p=2) 

lndlkator Nllal Skala Bo bot Skor 

Jumlah Penduduk Olwa) 2.495.035 400 10 40 i/ 

Luas Wllayah (KM2) 153565 1.000 5 50 v 
JumlahAPBD 4.224575.251.130 600 5 30 vi 
Jumlah kebijakan daerah Provins! (Peraturan daerah Provinsi. Peraturan 1.962 1.000 15 150 v 
Gubemur dan peraturan bersama Gubemur) 

Jumlah Penduduk 2.451.711 600 20 120 J 
Luas wllayah 153.565 1.000 10 100 / 
Jumlah APBD Provins! 4.224575.251.130 600 20 120 v 
Jumlah Perangkat Daerah Provins! 35 600 15 90 J 

TotalSkor 700 

Penpll 1.1 

Total 770 

2015 C> KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI 
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liap:!/fasilitasi.ot@.k.cmcndagri.go.id/propkabskorlihat?id=40&d= 

PROVJ NSI SEKRETARIAT DAERAH- Provinsi Kalimantan Tengah 

+, Kembali (http:/ If asilitasi .otda.kemendagri.go.id/propkabskor?id=21 &p=2) 

Indicator Nllal Skala Bo bot Skor 

jumlah Penduduk Oiwa) 2.469.077 400 10 40 

Luas Wilayah (KM2) 153.565 1.000 5 so 

jumlahAPBD 4.224.575.251.130 600 5 30 

jumlah kebijakan Daerah provinsi (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan 1.962 1.000 15 150 
peraturan bersama gubemur) 

jumlah Penduduk Oiwal 2.469.077 600 20 120 

Luas wflayah (KM2l 153.565 1.000 10 100 

jumlah APSD Provinsi {Rp) 4.224.575.251.130 600 20 120 

jumlah Perangkat Daerah Provinsi 35 600 15 90 

TotailSkor 700 

...,..u 1.1 

Toi.I 770 

2016 e KEMENTERIAN DAI.AM NEGERI inspiring by Dr. Nurdin 
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BERITA ACARA FASILITASI KELEMBAGAAN ANTARA 
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN 

DITJEN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT FASILITASI 
KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI 

BERITAACARA 

Pada hari ini Kamis tanggal tiga bulan Nopember Tahun dua ribu enam belas bertempat di 
Direktorat fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi 
Daerah Kementerian Dalam Negeri, telah dilakukan konsultasi dan koordinasi tentang 
tindaklanjut terhadap data indikator teknis/ substantif urusan pemerintahan dan tipelogi 
Sekretariat Daerah, Pendidikan, dan keuangan dengan hasil sebagai berikut : 

1. Untuk memisah unsur penunjang bidang keuangan menjadi 2 badan yaitu Badan 
Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Gubernur agar 
membuat surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal 
Otonomi Daerah mengingat hasil pemetaan unsur penunjang bidang keuangan tersebut 
hanya memperoleh skor 825 (delapan ratus dua puluh Iima) atau hanya 1 badan dengan 
tipe A. 

2. Dalam rangka efisiensi, Gubernur dapat menurunkan tipe urusan pemerintahan dari 
hasil pemetaan sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah. Contoh : Satpol PP berdasarkan pemetaan skor tipe A, 
dapat diturunkan menjadi tipe B atau C. 

3. Terhadap beberapa urusan pemerintahan yang karakteristiknya sama, dapat 
digabungkan menjadi 1 urusan maksimal 3 urusan dengan berpedoman pada Pasal 18 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 
Contoh : urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga. 

4. Untuk urusan. penaggulangan bencana, yang semula dalam pasal 15 dimasukkan ke 
Pasal 2 Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 

5. Untuk Dinas Pendidikan ada perubahan data Pendidikan Menengah dan Luar Biasa 
karena ada kesalahan penghitungan sehingga skor akhir menjadi 869 (tipe A). 

6. RSUD menjadi UPT dibawah Dinas Kesehatan, Direktur RSUD adalah pejabat fungsional. 
Kelembagaan untuk sementara seperti saat ini sambil menunggu Perpres. 

7. Untuk Sekretariat Daerah dapat berubah, yang semula tipe B menjadi tipe A dengan 
melengkapi data dukung indikator jumlah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang 

divalidasi oleh lnspektorat. 

Hasil kesepakatan pembahasan antara pemerintah Provinsi Kalimantan T~ngah dengan 
Dirjen Otonomi Daerah Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan kepegawa1an Perangkat 
Daerah Kementerian Dalam Negeri, sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan UU 
Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. 
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Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk bahan selanjutnya. 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN 
TENGAH: 

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH 

PROVINS! KA~:N TENGAH 

Ors. H. JAYA SAPUTRA, MM 
NIP. 19600809 198810 1 001 

KEPALA BIRO ORGANISASI 
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

--rs. HASANUDIN 
NIP.195806141979011001 

KEPALA BIRO HUKUM 
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

~~-~ 
AGUS RE;KINOF, SH, M.Si 

NIP.19601103 199303 1 0 

Jakarta, tanggal tersebut di atas, 

PEJABAT DIREKTORAT 
KELEMBAGAAN DAN 
PERANGKAT DAERAH 
DALAM NEGERI : 

FASILITASI 
KEPEGAWAIAN 
KEMENTERIAN 

Pit DIREKTUR FASILITASI KELEMBAGAAN 
DAN KF.PEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH 

KEPALASUB DIREKTORATWILAYAH IVDIT. 
FASILITASI KELEMBAGMN DAN 

KEPEGAW~ PERANGAT DAE H 

Q 
DRS. H. SLAM ET, M.Si 

NIP.196107221993031 

KEPALA SEKSI WILAYAH III A DIT. FASILITASI 
KELEMBAGMN DAN KEPEGAWAIAN 

PERANGKAT DAERAH 

ZAENAL FURQON, SH 
NIP.196708101992031001 
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